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BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Lokasi Penelitian
1. Kondisi Geografis
Kabupaten Sumbawa Barat merupakan satu kabupaten di wilayah
administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten muda ini merupakan
hasil pemekaran dari Kabupaten Sumbawa yang disahkan pembentukannya

berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003.

Secara geografis Kabupaten Sumbawa Barat terletak di ujung barat
Pulau Sumbawa yang berada di antara 116” 42’ sampai dengan 118 22’ bujur
timur dan 8’ 8 sampai dengan 9 7’ lintang selatan dengan batas-batas

sebagai berikut:

Sebelah Timur  : Kecamatan Alas Barat, Batulanteh dan Lunyuk
Kabupaten Sumbawa.

Sebelah Barat - Selat Alas.
Sebelah Utara . Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa.
Sebelah Selatan ;  Samudera Indonesia.

Secara administratif Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai luas

daratan 1.849,02 Ha yang terdiri dari 8 kecamatan dan 64 desa/kelurahan.

69
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Masing-masing kecamatan mempunyai luas yang berbeda-beda seperti tertera

pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1. Nama Kecamatan, Luas wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan di

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012

Jumlah
No | Kecamatan Luas Wilayah Jumlah Desa/
(Ha) Kelurahan

1. | Jereweh 260.19 4
2. | Maluk 92.42 5
3. | Sekongkang 372.42 7
4. | Taliwang 375.93 15
5. | Seteluk 236.21 10
6. | Poto Tano 158.88 8
7. | Brang Rea 212.07 9
8. | Brang Ene 140.9 6

Jumlah 1.849,02 64

Sumber: BPS dan BAPPEDA Kabupaten Sumbawa Barat

Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilihat dalam Gambar

4.1 berikut:

Gambar 4.2. Peta Kabupaten Sumbawa Barat
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Sumber: Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat

Keadaan tofografi Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat cukup beragam,
mulai dari datar, bergelombang curam sampai sangat curam dengan ketinggian
berkisar antara 0 hingga 1.730 meter dari permukaan laut (mdpl). Kabupaten
Sumbawa Barat memiliki 16 pulau kecil, seluruhnya sudah bernama. Sebagian
besar wilayah Sumbawa Barat (93.102 Ha atau 50,53%) merupakan daerah

dengan tofografi sangat curam atau memiliki kemirangan lahan di atas 40%.

Luas penggunaan lahan di Kabupaten Sumbawa Barat mengalami
pergeseran di banding tahun 2011. Luas lahan meningkat 14,4 % dari 9.705 ha
pada tahun 2011 menjadi 11.105 Ha pada tahun 2012. Peningkatan tersebut
berkaitan dengan penambahan sawah baru di Kabupaten Sumbawa Barat .
menurut jenisnya, sebagian besar lahan sawah berpengairan teknis (4.189 ha),
setengah teknis seluas 2.349 Ha, sisanya berpengairan sederhana dan tadah

hujan. Dengan tofografi wilayah yang berbukit sebagian besar lahan kering
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merupakan lahan hutan negara yang mencapai 126.261 sedangkan lahan yang
dimanfaatkan untuk bangunan dan pekarangan hanya 1.180 Ha atau 6,6% dari

total lahan kering.

Keadaan iklim rata-rata hari hujan di Kabupaten Sumbawa Barat tahun
2012 berada pada rentang 9,67 — 14,75 hari dengan cura hujan mencapai rata-
rata 109,2 mm sampai dengan 174,6 mm setiap bulannya dimana cura hujan
tertinggi terjadi pada bulan januari yang mncapai 453 mm. rata- rata lama
penyinaran matahari pada tahun 2012 mencapai 78,6 % dengan kecdepatan

angin rata-rata 5,2 knots.

2. Pemerintahan
a. Wilayah administrasi
Pada awal pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari 5
kecamatan, 37 Desa dan 131 Dusun/Lingkungan. Sesuai dengan
kebutuhan organisasi sekaligus untuk pendekatan pelayanan kepada
masyarakat, wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa Barat mengalami
pemekaran menjadi 8 Kecamatan, 7 kelurahan, 57 Desa dan 212
Dusun/Lingkungan pada tahun 2012.
b. Kepegawaian
Pada tahun 2012 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan
pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 3.323 orang,
termasuk dengan CPNS daerah yang masuk dalam tiap Instansi/Dinas di

Kabupaten Sumbawa Barat. Jika dirinci pergolongan 29 orang Pegawai
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terdiri dari Golongan 1, 1.220 orang, Golongan I, 1.573 orang, Golongan
I, dan Golongan IV 680 orang. Dari jumlah tersebut PNS terbanyak
bertugas di Sekolah dasar negeri yaitu sekitar 702 orang dengan rincian
331 laki-laki dan 371 perempuan.
c. Pemilihan umum

Pemilu legilatif tahun 2010 menghasilkan 3 partai dengan suara
terbanyak sebagai berikut Partai Golkar, PPP dan PKS. Pada pemilu
legilatif tersebut, jumlah pemilu yang terdaftar sekitar 79.905 orang dan
dari jumlah tersebut hanya 75,27% yang menggunakan hak suara atau
sekitar 60.142 orang. Jumlah anggota DPR di tingkat If hasil pemilu
legislate 2010 sebanyak 25 orang, 60% mempunyai pendidikan strata
satu ( Sarjana ) dan sekitar 32% berpendidikan SMA sederajat. Pada
tahun 2010 KPUD Sumbawa Barat melaksanakan pemilukada tingkat ii.
Pasangan DR. KH Zulkifli Muhadli, SH, MM dan Drs. Mala Rahman
memperoleh suara terbanyak mengungguli pasangan H. Andy Aziz Amin,
SE, M.Sc dan Ir. Ahmad dirmawan dengan persentase 58,68 %
berbanding 41,32 %

B.  Struktur Organisasi dan Tata Kerja

1. Susunan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang
Organisasi Pemerintah Daerah, institusi pengawasan Kabupaten Sumbawa

Barat telah mengalami perubahan nomenklatur dart Badan Pengawas
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Daerah (BAWASDA) menjadi Inspektorat yang kemudian ditindak lanjuti
dengan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2008 memberikan implikasi kepada
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat dimana tidak
memiliki Jabatan eselon Illb, karena Inspektur Pembantu Wilayah (yang

berada di bawah Inspektur adalah Jabatan dengan Eselon Illa.

Organisasi Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat telah ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten
Sumbawa Barat yang menjelaskan bahwa Inspektorat Kabupaten Sumbawa
Barat dipimpin oleh | (satu) orang Inspektur yang membawahi 1 (satu )
orang Sekretaris , 3 (tiga) orang Inspektur Pembantu yakni Inspektur
Pembantu Wilayah [, Inspektur Pembantu Wilayah Il dan Inspektur
Pembantu Wilayah 1I1 serta Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretaris
Inspektorat membawahi Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum,
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kepala Sub Bagian Evaluasi dan
Pelaporan. Masing-Masing Inspektur Pembantu membawahi Kepala Seksi
Pengawasan Bidang Pembangunan, Kepala Seksi Pengawasan Bidang

Pemerintahan, dan Kepala Seksi Pengawasan Bidang Kemasyarakatan.

Gambar 4.3. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41889.pdf

75

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN SUMBAWA BARAT
INSPEKTUR
Jabatan SEKRETARIS
Fungsional
Subbag. Subbag. Subbag,
Umum & Perencanaan Evalop
Kepegawaian

Inspektur Pembantu Inspektur Pembantu Inspektur Pembantu
Wilayah | Wilayah II Wilayah 111

Kasi Pengawas bidang Kasi Pengawas bidang Kast Pengawas bidang

Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan

Kasi Pengawas Bidang
Pembangunan

Kasi Pengawas bidang
Pembangunan

Kasi Pengawas bidang
Pembangunan

Kasi Pengawas Bidang

Kasi Pengawas bidang

Kasi Pengawas bidang

Kesejahteraan Kesejahteraan Kesejahteraan
Masyarakat Masyarakat Masyarakat

Sumber : Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat

2. Tugas Pokok dan Fungsi
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 05
Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
maka Tugas Pokok dan Fungsi dari Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat

sebagai berikut :
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Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai tugas melakukan
pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di
Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Pelaksanaan pembinaan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan urusan Pemerintahan
Daerah dan Pemerintahan Desa.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut di atas, maka

Inspektorat menyelenggarakan Fungsi :

a. Menyusun perencanaan program pengawasan

b. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

c. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerah;

d. Melakukan review laporan keuangan pemerintah daerah dan evaluasi
kinerja;

e. Melaksanakan pemeriksaaan, pengusutan, pengujian dan penilaian
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;

f.  Melakukan monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi;

g. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi dan fungsional; dan

h. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan inspektorat.

3. Tata Kerja

Standar Operasional Prosedur Organisasi

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka
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Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat menindaklanjuti dengan membuat

Standar Operasional Prosedur.
C. Pembahasan

Organisasi Pemerintah Daerah, Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat
beserta karyawan yang bekerja di dalamnya bertanggungjawab kepada Bupati,
sehingga pengangkatan maupun pemberhentian pegawai berada pada

kewenangan Bupati Sumbawa Barat.

Gambaran tentang kepegawaian pada Kantor Inspektorat Kabupaten
Sumbawa Barat berpedoman pada Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri

Sipil Tahun Anggaran 2012 dilihat dari jenjang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 4.4.Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat Kabupaten
Sumbawa Barat

o . Tingkat Peﬁa‘igik‘an ‘

[ SMP/ | SMA/"| = D3/ 14 ST |
Gollvb | - | - [ - | 3
© Gollvia | - T -1 -
- Golllyd | - | - | - -
Gol 11l/c Lo - S

Gol I11/b B -

Gol 11l/a - b - 9
Gollld | - | - | - -
Gol Il/c -1 ]2 -
Gol 11/b N
Goll/a | - | 1 - | -
PTT -] 16 -] 2
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~ Jumlah - 22 ) 2 020 ;3 - 1 49
r

Prosentase | - | 44,89 | 408 14082 612 | - | 100

Sumber: Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat
menunjukkan dari jumlah pegawai sebanyak 49 orang, pascasarjana (S2) 3
orang atau 6,12%, presentase terbesar berpendidikan tingkat sarjana strata 1 (S1)
20 orang atau 40,82% dan sisanya ditempati tingkat pendidikan Sekolah
Menengah Umum (SMU) 22 orang atau 44,89% sarjana mudah 2 orang atau
4,08%
Adapun latar belakang pendidikan pejabat struktural Inspektorat Kabupaten
Sumbawa Barat yang berpendidikan pascasarjana sebanyak 3 orang, sarjana 11
orang dan sarjana muda 2 orang serta SMA sebanyak 4 orang sebagaimana yang

ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.5. Latar Belakang Pendidikan Pejabat Struktural Organisasi Inspektorat
Kabupaten Sumbawa Barat

No Tingkat Pendidikan Orang Persentase
I. | Program Master/Megister 3 20,00
Megister Administrasi Publik 1
Megister Managemen 2
II. | Sarjana 11 73,33
Ekonomi 2
[Imu Pemerintahan 3
Komunikasi 1
Sospol |
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Hukum 2

Kesehatan ]

Teknik Sipil 1

II1. | Sekolah Menengah Atas I 6,67

Sumber: Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat

Dari 49 orang pegawai Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat, yang
menduduki jabatan struktural telah mengikuti pendidikan penjenjangan, dimana
tingkat masing-masing tingkat pejenjangan struktural adalah sebagai berikut :
Diklat Pim II sebanyak 1 orang / Diklat Pim I1I sebanyak 4 orang dan Diklat Pim
IV sebanyak 8 orang. Pendidikan katagori fungsional seperti program auditor ahli
anggota sebanyak | orang dan Jabatan Fungsional Pelaksana Pemeriksa Urusan
Pemerintah Daerah (JF2UPD) sebanyak 7 orang serta pada tingkat pendidikan
teknis pengawasan telah diikuti oleh 8 orang dan pada tingkat manejemen

pengawasan telah diikuti oleh 3 orang. Rekapitulasinya dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 4.6. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Penjenjangan dan
Pelatihan Teknis Pada Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat

NO|  JABATANSTRUKTURAL | ESELON | PENDIDIKAN
1 Inspektur II/b S2 MSi
2 Sekretaris IIl/a S2 MM
3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian IV/a Sl1
4 Sub Bagian Perencanaan IV/a SMA
5 Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan IV/a S1
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6 Inspektur Pembantu Wilayah I I/a stip |
7 Kasi Pengawasan Bidang IV/a S2 MM
Pembangunan
8 Kasi Pengawasan Bidang IV/a S1 |
Pemerintahan
9 Kasi Pengawasan Bidang [V/a -
Kemasyarakatan
10 Inspektur Pembantu Wilayah II I1I/a S1 Kom
11 Kasi Pengawasan Bidang IV/a S1 SH |
Pembangunan
12 Kasi Pengawasan Bidang IV/a S11P
Pemerintahan
13 Kasi Pengawasan Bidang IV/a -
Kemasyarakatan
14 Inspektur Pembantu Wilayah I1I I11/a S1 ST
15 Kasi Pengawasan Bidang IV/a SMA
Pembangunan
16 Kasi Pengawasan Bidang IV/a S1 Ekonomi
Pemerintahan
17 Kasi Pengawasan Bidang V/a S1 Kep
Kemasyarakatan

Sumber: Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat

Dikemukakan pada bab terdahulu bahwa penelitian ini terdiri dari dua
fariabel yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sebagai fariabel bebas
(independent variable) yang disebut variable X terdiri dari 3 sub variable,
yaitu kepemimpinan, sumber daya manusia dan lingkungan kerja. Sedangkan
sebagai variable terikat (dependen variable) atau variabel Y adalah efektivitas

organisasi Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat.
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Hasil analisis dan pembahasan yang dapat dilakukan terhadap efektivitas
organisasi Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan ukuran-ukuran
yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan unit analisis yang ada dan

menjawab faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas yang dicapai.

1. Efektivitas Organisasi Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat.

Gibson, (1996:27) menyatakan efektivitas adalah hubungan antara
output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa
jauh tingkat output , kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai
tujuan yang ditetapkan. Dalam artian teoritas atau praktis, tidak ada
persetujuan universal mengenai apa yang dimaksud dengan efektivitas.
Pengukuran efektivitas organisasi Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat
berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat
sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6
Tahun 2008 yaitu mempunyai tugas membantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat di bidang
pengawasan dilakukan berdasarkan rumusan serta indikator yang telah
dibahas pada bab landasan teori yang dipotret pada keadaan empiris yang
terjadi pada Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat serta output yang

telah dihasilkan.
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Hasif analisis terhadap efektivitas organisasi Inspektorat
Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan ukuran-ukuran dalam rangka

penelitian ini sebagai berikut:

a. Produktivitas.

Organisasi dikatakan produktif apabila mencapai tujuan secara
optimal. Sesuai pendapat Siagian, (2000:130). Produktivitas adalah
terdapatnya korelasi terbalik antara masukan dan keluaran , artinya
suatu system dapat dikatakan produktif apabila masukan yang
diproses semakin sedikit untuk menghasilkan keluaran yang semakin
besar. Produktivitas organisasi Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat
akan dilihat dari frekuensi dan lamanya waktu yang digunakan dalam
melakukan pemeriksaan dikaitkan dengan jumlah laporan hasil
pemeriksaan yang diterbitkan, berapa jumlah temuan yang berindikasi
kerugian daerah/negara dan temuan yang bersifat administrasi, berikut
ini akan disajikan hasil wawancara dengan Inspektur Pembantu

wilayah [ yang melaksanakan tugas pemeriksaan;

“dalam melakukan pemeriksaan kami mengacu pada program kerja
pemeriksaan tahunan (PKPT) yang telah dikoordinasikan oleh
Inspektur bersama Inspektorat provinsi dalam hal pembagian obyek
pefneriksaan, masing-masing Irban memiliki 3 kepala seksi dan
didalam melakukan pemeriksaan waktu yang diberikan berbeda-beda,
misalnya kalau memeriksa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
besar kami diberikan 20 hari dan untuk pemeriksaan badan kami
diberikan waktu pemeriksaan 10 hari dan untuk pemeriksaan Kantor
diberikan waktu S5 hari dengan obyek yang diperiksa yaitu
Kelembagaan, kepegawaian, keuangan dan aset, untuk satu kali
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pemeriksaan menerbitkan satu laporan hasil  pemeriksaan,
berdasarkan wilayah kerja Irban I kami tidak bisa menyelesaikan
pemeriksaan seluruhnya dikarenakan keterbatasan personil dan
pendanaan.” (hasil wawancara tanggal 11 Februari 2013).

Berdasarkan lamanya waktu yang digunakan dalam melakukan
pemeriksaan masih belum efektif karena produktivitas yang dihasilkan
masih rendah yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan Aparat
Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dan auditor sehingga dalam
program kerja pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang seharusnya
memeriksa sampai ke desa-desa, namun dengan alasan keterbatasan
Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dan pendanaan dalam
melakukan pemeriksaan, maka pemeriksaan ke desa separuhnya tidak
bisa dilakukan sehingga tidak sesuai dengan program yang telah
ditetapkan dalam  PKPT. Faktor perencanaan juga yang
melatarbelakangi tidak tercapainya target pengawasan, hal tersebut
dikarenakan pada saat penyusunan PKPT tidak ada komunikasi dengan
Inspektur Pembantu Wilayah pemeriksaan. Selain itu penetapan target
obrik ditentukan oleh Inspektorat Propinsi sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Terkait dengan indikator Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang
diterbitkan berikut ini hasil wawancara kami dengan Inspektur
Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat sebagai

berikut:
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“Sejak beberapa tahun terakhir ini kegiatan pemeriksaan tidak berjalan
sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam Program Kerja
Pemeriksaan Tahunan (PKPT), hal ini disebabkan karena terjadi
perpindahan pegawai (mutasi) baik pejabat maupun staf di
Inspektorat sehingga pajabat maupun staf yang baru tidak memiliki
kemampuan dibidang pengawasan sehingga harus beradaptasi dengan
tugas pokok dan fungsinya yang baru”. (Wawancara tanggal 12
Februari 2013).

Dari hasil wawancara bahwa kegiatan pemeriksaan sesuai
rencana dikarenakan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sering
melakukan perpindahan pegawai (mutasi), sehingga personil yang
mutasi ke Inspektorat belum mempunyai pengalaman tentang
pengawasan sehingga pelaksanaan tugas-tugas pengawasan menjadi
cukup terhambat, dan menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan yang

dilakukan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pengamatan dilapangan bahwa memang benar
pegawai yang pindah ke Inspektorat tidak dapat melaksanakan tugas
dan fungsinya karena belum memahami mekanisme pemeriksaan,
kalaupun diikutsertakan dalam tim pemeriksaan hanya sebagai

pelengkap agar mendapat pengalaman dalam melakukan pemeriksaan.

Hasil wawancara penulis dengan Kasubbag Evaluasi dan

pelaporan Inspektorat kabupaten Sumbawa Barat:

“Berdasarkan hasil tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk bulan
Oktober 2012 ada 248 temuan dan 351 rekomendasi dan telah
dilakukan pemutahiran data di Badan Pemeriksa Keuangan Republik
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Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat di Mataram”.
(Wawancara tanggal 14 Februari 2013).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa [Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) wajib dilakukan tindak lanjut hasil
pemeriksaan oleh Inspektorat agar dapat diketahui apakah
rekomendasi dalam LHP telah di selesaikan oleh obyek pemeriksaan
(obrik) baik rekomendasi yang bersifat administrasi maupun

rekomendasi yang merugikan negara/daerah.

Berdasarkan pengamatan dilapangan bahwa setelah dilakukan
tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Inspektorat maka dilakukan
pemutahiran data tingkat kabupaten Sumbawa Barat, kemudian hasil
pemutahiran data tingkat kabupaten Sumbawa Barat dilanjutkan
dengan pemutahiran data tingkat Provinsi yang diikuti oleh semua
Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara

Barat.

Selain itu juga Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat
melakukan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan
oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tindak lanjut hasil
pemeriksaan Inspektorat Jenderal Departemen, tindak lanjut hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
dan tindak lanjut hasil hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK).
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Hasil wawancara penulis dengan Inspektur Kabupaten

Sumbawa Barat dikemukakan bahwa:

“APIP yang ada di Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat belum
mengikuti Diklat auditor dan masih dalam jabatan struktural yaitu 3
Inspektur Pembantu dan 6 Kasi dari 9 Kasi yang ada, karena 3 Kasi
masih kosong, namun sejak diterbitkan Peraturan bersama Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Kepegawaian
Nasional Nomor: 22 Tahun 2010 dan Nomor: 03 Tahun 2010 tentang
pengangkatan dalam  jabatan fungsional Auditor melalui
penyesuaian/inpassing di lingkup Aparatur Pemeriksa Internal
Pemerintah (APIP) dimana inspektorat tidak lagi mempunyai jabatan
struktural eselon 1V/a atau Kepala Seksi, dan sampai saat ini masih
dalam proses di Menpan dan BKN. Dengan demikian kami telah
merencanakan tahun 2012 agar 8 APIP akan mengikuti diklat

JF2UPD di pusdiklat Depdagri”. (wawancara tanggal 15 Februari
2013)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan secara signifikan
terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan tugas karena berdasarkan
peraturan perundang-undangan bahwa struktur organisasi Inspektorat
tidak lagi memiliki kepala Seksi dan diganti dengan Jabatan
Fungsional yaitu Jabatan Fungsional Pelaksana Pemeriksa Urusan

Pemerintah Daerah (JFP2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA).

Menurut pengamatan dilapangan bahwa masa transisi
perpindahan dari Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional, sebagian
pejabat kepala seksi tidak berkenan untuk pindah ke Jabatan
Fungsional dan meminta agar dipindahkan dari Inspektorat ke Satuan

Perangkat Daerah (SKPD) yang lain, disamping tunjangan Jabatan
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struktural febih tinggi dari tunjangan jabatan Fungsional, sementara
organisasi Inspektorat masth kekurangan pegawai (PNS). Oleh sebab
itu Bupati Sumbawa Barat mengeluarkan kebijakan untuk Jabatan
Fungsional di organisasi Inspektorat agar tunjangan disesuaikan
dengan jabatan struktural sebelumnya, untuk menarik minat PNS
menjadi  Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP). Menurut
Peraturan perundang-undangan setiap Inspektorat di Kabupaten/kota
minimal memiliki Jabatan Fungsional Pelaksana Pemeriksa Urusan
Pemerintah Daerah (JFP2UPD) sebanyak 34 orang dan Jabatan
Fungsional Auditor (JFA) sebanyak 13 orang, namun kenyataannya
organisasi inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat baru memiliki
Jabatan Fungsional Pelaksana Pemeriksa Urusan Pemerintah Daerah
(JFP2UPD) sebanyak 8 orang dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
sebanyak 6 orang. Dengan demikian bahwa jelas produktivitas
organisasi Inspektorat sangat lemah berdasarkan kualitas maupun

kuantitas Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP).

Dari hasil pemeriksaan dokumen beberapa laporan hasil
pemeriksaan ternyata ditemui kondisi bahwa pelaksanaan kegiatan
pengawasan terutama pemeriksaan reguler memang tidak dapat
berjalan sesuai dengan rencana yang telah dilakukan. Data Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) menunjukkan bahwa pemeriksaan yang

dilakukan mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditentukan.
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Berikut ini kami tampilkan program kerja pemeriksaan tahunan

Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut :

Tabel : 4.7. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Tahun 2012

No Obyek Pemeriksaan Wilayah Waktu
.| Dinas Kesehatan Taliwang Januari
2 | Dinas Pekerjaan Umum Taliwang Januari
3 | Dinas Pendidikan Pemuda Dan Taliwang Januari

Olahraga
4 g
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ) )
5 Taliwang Januari
Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan i i
T . . Taliwang Februari
ransmigrasi
6 Kantor Camat Maluk
7 Perusahaan Daerah Taliwang Februari
8 Perusahaan Daerah Air Minum Taliwang Februari
? Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Taliwang Februari
Pelatihan
10 | BPM Dan Pemerintahan Desa Taliwang Maret
11 | Badan Lingkungan Hidup Taliwang Maret
12 | Sekretariat DPRD Taliwang Maret
13 | DKPP Taliwang Maret
14 | Dinas ESDM-BUDPAR Taliwang April
15 | Kantor Kesbangpoldagri Taliwang April
16 | Kantor Arpusda Taliwang April
17 | Kantor Satpol PP Taliwang April
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Desa-desa di kec. Taliwang
Desa-desa di Kec. Brang Rea
Desa-desa di Kec. Poto Tano
Desa-desa di Kec. Seteluk
Desa-desa di Kec. Sekongkang
Sekretariat daerah :

Bappeda

KPPT

Kantor Camat Taliwang
Kantor Camat Poto Tano
Desa-desa di Kec. Jereweh
Disperindagkop dan UMKM
Kantor Camat Brang Ene
Kantor Camat Jereweh
Desa-desa di Kec. Brang Ene
Desa-desa di Kec. Maluk
DPPKA

Kantor PP dan KB

Kantor Camat Seteluk

Dinas Dukcapil
Dishubkominfo

DKPP

BP4K

BKP

Taliwang
Taliwang
Brang Rea
Poto Tano
Seteluk
Sekongkang
Taliwang
Taliwang
Taliwang
Taliwang
Poto Tano
Jereweh
Taliwang
Brang Ene
Jereweh
Brang Ene
Maluk
Taliwang
Taliwang
Taliwang
Taliwang
Taliwang
Taliwang

Taliwang

Mei
Mei
Mei
Mei
Juni
Juni
Juni
Juni
Juli

Juli
Juli

Juli
Agustus
Agustus
Agustus
Agustus
September
September
September
September
Oktober
Oktober
Oktober

Oktober
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42

43

44

45

46

47

48

49

BPPBD Taliwang Nopember
UPTD Dikbud Kec. Taliwang Taliwang Nopember
UPTD Dikbud Kec. Seteluk Taliwang Nopember
UPTD Dikbud Kec. Poto Tano Seteluk Nopember
UPTD Dikbud Kec. Jereweh Poto Tano Desember
UPTD Dikbud Kec. Maluk Jereweh Desember
UPTD Dikbud Kec. Brang Ene Maluk Desember
UPTD Dikbud Kec. Brang Rea Brang Ene Desember

Sumber: Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat

Ketidak sesuaian pelaksanaan program pemeriksaan di atas, juga
dapat terlihat tidak di periksanya beberapa Desa yang telah masuk
dalam Peogram Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), temuan ini
menunjukkan bahwa perencanaan program tidak dilakukan secara
matang dalam organisasi Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat.
Pelaksanaan tugas pengawasan yang tidak sesuai dengan rencana yang
telah ditentukan jelas akan mempengaruhi efektivitas organisasi
pengawasan, karena akan berimplikasi terhadap jalannya tugas rutin

lainnya.

Dari hasil pengamatan di lapangan ternyata selama ini program
kerja pemeriksaan (PKP) yang disusun oleh masing-masing Irban
merupakan program rutin yang dilaksanakan sebelum dilakukan

pemeriksaan reguler. Hal ini disebabkan Perencanaan yang dibuat
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berkaitan dengan pagu anggaran yang diberikan oleh Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) dan disesuaikan dalam menyusun
anggaran yang dibuat setiap tahun. Sehingga kegiatan disesuaikan

berdasarkan anggaran, bukan berdasarkan beban kerja.

Dari keterangan dan data tentang laporan dan hasil pemeriksaan
yang diterbitkan maka produktivitas dan organisasi Inspektorat belum
dapat di ukur sebelum melihat output atau hasil yang di peroleh berikut
ini akan ditampilkan jumlah LHP yang diterbitkan, jumlah hasil

pemeriksaan yang dapat ditindak lanjuti sesuai tabel berikut :

Tabel 4.8. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Tahun 2012

N TE{I\:\[S{;N SELESAI TEMUAN T;g%/;AN
0 Tahun 2012 PEMERIKSA DITINIL)J/;i(LANJ DALAM DITINDAKL
AN PROSES ANJUTI
A | Lingkup Jml. [Jml.{ Nil | Jml. } Jm | Nilai | Jml. | Jm | Nilai {Jml. Jml.| Nila
Pemeriksaa |Tem|Saral ai | Tem | . (Rp) | Te | L. | (Rp) |TemSara| i
n uan | n | (Rp | van | Sar mua | Sar uan|{ n | (Rp
) an n an )
1 | Temuan 85 | 12 1224 | 23 | 63 | 46,55 | 34 |34 | 177. | 28 | 2
Ketidakpatu 5 1.49 8.727 933. 8
han thd 2.2 09 496, )
peraturan 24 79
2 | Temuan 16 | 26 - 104 | 14 - 28 | 43 - 31
Kelemahan | 3 6 8 5 -
SPI
3 | Temuan 3E | - -
Jumlah | 24 | 35 | 224 | 127 | 21 [46.55 | 62 | 77 | 177. 1 59 | 6
8 | 1 | .49 1 |8.727 933. 3
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2.2 ,09 496,
24.- 79

Sumber: Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat

Namun demikian, terlepas dari kondisi di atas, ternyata penulis
menemukan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi
produktivitas organisasi Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat yaitu
penerbitan laporan hasil pemeriksaan (LHP) tidak tepat waktu, dari
hasil tindak lanjut yang menyangkut kerugian dan kewajiban setor
kepada negara/daerah belum tuntas (dalam proses) karena yang
bersangkutan telah membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab
Mutlak (SKTIM) serta faktor lemahnya kompetensi APIP yang
dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat, yang disebabkan
karena adanya perpindahan pegawai (mutasi) dan sampai saat ini tidak
mempunyai Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Oleh karena itu untuk
meningkatkan  produktivitas organisasi Inspektorat Kabupaten
Sumbawa Barat sangat diperlukan adanya Fungsional Auditor (JFA)
dan memberikan pendidikan guna meningkatkan kompetensi kepada
Jabatan Fungsional Pelaksana Pemeriksa Urusan Pemerintah Daerah
(JF2UPD) yang telah terbentuk sesuai Surat Keputusan Bupati
Sumbawa Barat Nomor: 105/835/BK-DIKLAT/2012 tanggal 27
Agustus 2012 tentang Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan dan
Angka Kredit Pengawas Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Sumbawa Barat.
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Organisasi Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat akan
mengalami kesulitan untuk mencapai tujuannya apabila tidak didukung
oleh kemampuan Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) yang
professional di bidang pemeriksaan sehingga efektivitas organisasi
Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat terpenuhi  dalam

melaksanakan tugas organisasi untuk mengatasi permasalahan.

b. Kemampuan menyesuaikan diri (Adaptability)

Organisasi  dikatakan =~ kemampuan  menyesuaikan  diri
(adaptability) apabila mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang
dihadapinya, untuk mencapai hasil yang nyata secara optimal dengan
mempertimbangkan jumlah masukan yang diperlukan untuk
memperoleh tingkat keluaran yang ditentukan sesuai dengan tujuan
organisasi. Sesuai pendapat (Pearce, 1997). Mengatakan bahwa
lingkungan eksternal akan mempengaruhi pilihan arah tindakan suatu
organisasi yang pada akhirnya akan berpengaruh pada struktur, strategi
dan system. Dengan demikian kemampuan menyesuaikan diri
(adaptability) organisasi Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat akan
dilihat dari ketersediaan dana operasional pengawasan dan Standar
Operasional Prosedur (SOP).

Untuk mendukung penyelenggaraan tugas- tugas pengawasan
maka Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat hanya ditunjang dari

penyediaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
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Kabupaten Sumbawa Barat. Namun demikian penyediaan dana dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2012
Inspektorat relative masih kecil bila dibandingkan dengan beban tugas
penyelenggaraan pengawasan di Kabupaten Sumbawa Barat.

Dari indikator ketersediaan dan penggunaan dana operasional
pengawasan, berikut ditampilkan hasil wawancara dengan Bendahara
Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat:

“Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) T.A. 2012 yang
kami kelola bahwa ketersediaan dana operasional pengawasan masih
sangat kecil jika harus dibandingkan dengan 49 SKPD dan 53
Pemerintahan Desa sebagai obyek pemeriksaan. Kalau kita mengacu
pada Peraturan Pemerintah nomor 50 Tahun 2010 yang menyatakan
anggaran Inspektorat 1% dari APBD atau minimal sama dengan
tahun sebelumnya. Dikarenakan terbatasnya kemampuan keuangan
daerah maka pemeriksaan bukan berdasarkan obyek pemeriksaan
tetapi berdasarkan pagu Anggaran yang diberikan TAPD pada
masing-masing SKPD* ( wawancara tanggal 15 Februari 2013)

Ketersediaan dana operasional pengawasan baik belanja
langsung maupun belanja tidak langsung merupakan aspek penting
yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kemampuan menyesuaikan
diri (adaptability). Kenyataannya organisasi Inspektorat Kabupaten
Sumbawa Barat akan mengalami kesulitan memenuhi tujuan
organisasi jika penyediaan dukungan dana yang terbatas.

Data yang diperoleh dari dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)
untuk belanja operasional pengawasan tahun 2012 sesuai keputusan

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

nomor: Tahun 2012 tanggal 6 februari 2012 untuk melakukan
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pemeriksaan Reguler selama 12 bulan (I kali) pemeriksaan setiap
SKPD dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sumbawa Barat sebesar
Rp. 542.787.000.

Keterbatasan dana operasional pengawasan akan berpengaruh
terhadap lamanya waktu pemeriksaan dan jumlah APIP, hal ini akan
berpengaruh terhadap temuan yang akan dihasilkan, hasil temuan
pemeriksaan sangat berpengaruh terhadap efektivitas organisasi.
Dengan demikian Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat belum dapat
menyesuaikan diri (adaptability) dalam penggunaan dana sehingga
masih ada pengaruh antara penyediaan dana dengan efektivitas
organisasi.

Berdasarkan data dan pengamatan dilapangan bahwa sesuai
Surat keputusan Bupati Sumbawa Barat nomor 15a Tahun 2012
tentang penetapan besarnya biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi
pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah , Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Tahun
Anggaran 2012 bahwa perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten
Sumbawa Barat tentukan berdasarkan  golongan/pangkat, untuk
perjalanan dinas dalam daerah perhari untuk golongan IV sebesar
Rp.130.000,00 sedangkan perjalanan dinas dalam daerah perhari untuk
golongan I sebesar Rp.120.000,00. Berdasarkan perjalanan dinas
dalam daerah dan jumlah hari pemeriksaan yang telah ditetapkan

mesih sangat terbatas. Dengan demikian jelas organisasi Inspektorat
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Kabupaten Sumbawa Barat belum dapat menyesuaikan din
(adaptability) dalam penggunaan dana sehingga berpengaruh antara
penyediaan dana dan efektivitas organisasi.

berikut wawancara dengan Kasi pengawasan pembangunan pada
Inspektur Pembantu Wilayah [l pada Inspektorat Kabupaten
Sumbawa Barat :

“Dalam setiap kali melakukan pemeriksaan kami menurunkan 6 orang
pemeriksa diwilayah irban IIl, namun waktu pemeriksaan dibedakan
antara SKPD besar dan SKPD kecil. Tetapi menurut saya bukan
menjadi masalah dengan jumlah personil, yang terpenting adalah
waktu pemeriksaan di lapangan agar kita dapat memperoleh data
yang akurat untuk kemudian menghasilkan pemeriksaan yang
bermutu (wawancara tanggal 15 Februari 2013 ).

Dari hasil wawancara tersebut diatas nampak bahwa hari
pemeriksaan dibedakan antara Satuan Kerja Pemerintah Daerah
(SKPD) yang besar seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan,
Dinas Pendidikan dan Olah Raga diberikan waktu sebanyak [0 hari
pemeriksaan, sedangkan Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang Kecil
seperti Kantor Kesbangpoldagri, Kantor Arsip dan Perpustakaan,
Kantor Pelayanan Terpadu diberikan waktu 5 hari pemeriksaan.

Menurut pengamatan dilapangan bahwa yang menjadi kendala
dalam melakukan periksaan sehingga tidak tepat waktu antara lain
obyek pemeriksaan (obrik) terlambat menyediakan dokumen-dokumen

yang akan diperiksa, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

sering melakukan perpindahan pegawai (mutasi) sehingga pejabat
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yang melaksanakan kegiatan di SKPD telah dipindahkan (mutasi) ke

SKPD lain, pejabat yang akan dimintai keterangannya tidak berada

ditempat (tugas dinas ke luar daerah) berkaitan dengan hari

pemeriksaan akan terlambat, sehingga berpengaruh terhadap
efektivitas organisasi Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan pengukuran terhadap indikator sistem dan
prosedur kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan berikut
ini ditampilkan hasil wawancara dengan seorang kepala Seksi
pengawasan pemerintahan wilayah Irban III pada Inspektorat
Kabupaten Sumbawa Barat:

“sebelum kami turun ke obyek pemeriksaan (obrik) untuk melakukan
pemeriksaan terlebih dahulu kami membuat program kerja
pemeriksaan (PKP) yang disesuaikan dengan jenis kegiatan yang
dilaksanakan oleh obrik yang akan diperiksa sehingga antara PKP
yang dibuat tidak menyimpang dengan kegiatan yang akan di periksa
“ (wawancara tanggal 18 Februari 2012 ).

Dari hasil wawancara tersebut di atas nampak setiap langkah
yang diambil oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat, telah ada
aturan baku yang harus diikutiseperti Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 8§ Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan
atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/2008

Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Internal Pemerintah
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APIP serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah. Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat dalam melakukan
pengawasan berdasarkan pada peaturan perundang-undangan dan
loyalitas terhadap pimpinan merupakan bagian terpenting bagi
penilaian kinerja.

Diskresi yang merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan
aparat berdasarkan inisiatif, kreativitas, dan tidak terlalu bersandar
pada aturan atau juklak secara kaku, masih dianggap sebagian aparat
birokrasi sebagai bentuk pelanggaran prosedur dan pelanggaran aturan.
Tindakan yang dilakukan di luar juklak / juknis tetapi tetap berada
pada visi dan misi organisasi masih belum berlaku dikalangan aparat
birokrasi sehingga menimbulkan kesan organisasi masih belum
menyesuaikan diri (adaptability) dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan data dan pengamatan di lapangan bahwa tingkat
kepuasan kerja para pegawai belum cukup memadai dikarenakan
tupoksi Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat hanya melakukan
pemeriksaan dan tidak ada kegiatan lain. Dalam kontek ini tentunya
tidak menguntungkan karena aparatur kehilangan kehandalannya untuk
melaksanakan tugas pemeriksaan secara konverhensif. Agar organisasi
Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat dikatakan menyesuaikan diri

(adaptability) maka harus dapat memberikan keleluasan Irban-Irban
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dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, dengan jalan setiap tahun
diadakan rotasi wilayah kerja objek yang diperiksa, sehingga APIP
mengetahui tupoksi dan program kerja masing-masing SKPD di

Kabupaten Sumbawa Barat.

c. Kepuasan kerja

Kepuasan kerja menyangkut psikologis individu di dalam
organisasi. Sesual pendapat (Handoko, 2000:193-194) menyatakan
kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenagkan atau
yang tidak menyenangkan dari mana para kariawan pekerjaan mereka.
Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap
pekerjaannya, ini Nampak dalam sikap positif kariawan terhadap
pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi dilingkungan kerjanya.
Untuk pengukuran terhadap indikator kepuasan kerja pegawai yaitu
pemberian insentif pegawai, berikut ini kami tampilkan hasil
wawancara antara penulis dengan Kepala Sub Bagian Penyusunan
Program :

“Pada hakikatnya kami ingin memberikan insentif yang memadai
melalui tunjangan kelangkaan profesi pengawasan, setiap tahun kami
rencanakan dalam rencana kegiatan anggaran (RKA) tetapi selalu
saja dipangkas oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD)
Kabupaten Sumbawa Barat dengan alasan keterbatasan anggaran
daerah. Namun demikian kami akan mengupayakan insentif berupa
tunjangan kelangkaan profesi pengawasan bagi pegawai dalam
rangka meningkatkan taraf hidup pegawai, sehingga pegawai
tertantang untuk bekerja secara maksimal dan bangga menjadi

pegawai Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat“ ( wawancara
tanggal 19 Februari 2012 ).
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Berdasarkan wawancara diatas bahwa kepuasan kerja pegawai
Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat mengharapkan insentif dari
tunjangan kelangkaan profesi yang telah diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor
13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut pengamatan dilapangan bahwa Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat pernah menganggarkan tunjangan
kelangkaan pengawasan pada Dokumen Pengelolaan Anggaran (DPA)
Inspektorat Tahun Anggaran 2010, namun karena keterbatasan
kemampuan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat maka Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sumbawa Barat tidak lagi
menganggarkan tunjangan kelangkaan profesi pengawasan dalam
Dokumen Pengelolaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten
Sumbawa Barat.

Terkait dengan indikator penilaian prestasi kerja, berikut ini
hasil wawancara dengan staf di wilayah irban | pada Inspektorat
Kabupaten Sumbawa Barat sebagat berikut :

“Berdasarkan kenyataan yang saya alami hanya yang mempunyai
jabatan merasa puas bekerja di Inspektorat Kabupaten Sumbawa
Barat karena mendapat fasilitas sedangkan kami yang di staf sering
kali merasa kurang puas dengan mekanisme kerja yang di terapkan di

dalam organisasi karena tidak pernah diberikan pelatihan yang terkait
dengan pengawasan “ (wawancara tanggal 20 Februari 2013).
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Senada dengan hal diatas, seperti yang diungkapkan staf di
wilayah irban 1l pada Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat :
“Meningkatkan keterampilan dan kemampuan menguasai bidang
tugasnya sangat diperlukan oleh pegawai sesuai tupoksinya. Teman
yang sudah mengikuti pelatihan pengawasan tidak mau memberikan
ilmunya kepada yang belum mendapat kesempatan untuk pelatihan,
tidak ada lagi memotivasi kami sebagai staf untuk berpikiran maju,”.
(wawancara tanggal 21 Februari 2013).

Dari wawancara di atas menunjukkan rasa kurang puas staf
akibat  kurangnya kepedulian dari pimpinan agar menciptakan
organisasi yang sehat antara pejabat dan staf dalam organisasi, terkait
dengan fasilitas dengan merencanakan tambahan dana untuk
melaksanakan bimbingan teknis pengawasan bagi staf dalam
Dokumen Pengelolaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten
Sumbawa Barat.

Terlepas dari hal tersebut diatas, seorang kepala atau pimpinan
senantiasa dituntut untuk mengetahui kebutuhan, harapan serta
kesulitan dari staf/bawahan dengan mencermati prilaku staf untuk
kemudian memilih strategi yang tepat agar bawahan mampu bekerja
sesuai dengan misi yang diemban organisasi.

Senada dengan hal diatas, seperti yang diungkapkan oleh kepala
sub bagian Umum dan kepegawaian sebagai berikut :

“Dari kantor kami, selama ini memang belum pernah memberikan

penghargaan kepada staf karena tidak terlepas dari anggaran yang
tersedia dalam DPA. © (wawancara tanggal 22 Februari 2013).
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Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemberian
penghargaan sangat dibutuhkan oleh staf, walaupun dalam bentuk
perhatian oleh atasan terhadap staf yang rajin masuk kantor dan pintar
dalam meneyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya.

Menurut Pengamatan dilapangan pimpinan di Inspektorat
Kabupaten Sumbawa Barat tidak pernah memberikan penghargaan
kepada pegawai Inspektorat yang berprestasi dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya.

Terkait dengan indikator penyelesaian tugas oleh APIP
wawancara dengan Kasi pengawasan pembangunan pada Irban III
sebagai berikut :

“Memang benar ada beberapa pembuatan laporan hasil pemeriksaan
belum selesai dikerjakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,
hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan kami dan
penyebab lainnya seperti pada saat pelaksanaan ekspose pihak obrik
lama menyetujui naskah hasil pemeriksaan (NHP).“ (wawancara
tanggal 25 Februari 2013)

Seorang pemimpin dituntut menerapkan reward dan punishman
agar bawahan mampu bekerja sesuai dengan tujuan organisasi.
Kondisi psikologis staf akan berdampak pada sikap kerja individu
yang selanjutnya akan berpengaruh pada prestasi kerja. harapan dan
insentif kepada pegawai agar dapat terpenuhi kebutuhannya yang

akan dapat meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan

organisasi.
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Berdasarkan  pengamatan lapangan bahwa selama ini
penyelesaian tugas tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah
ditetapkan, disebabkan karena kurangnya motivasi dari pihak atasan
dan pemberian teguran secara tegas kepada APIP yang tidak taat
kepada jadwal penyelesaian laporan yang telah ditetapkan, serta proses
ekspose yang lamban serta tambahan pekerjaan seperti pemeriksaan
khusus atau pengaduan masyarakat yang harus segera ditindak lanjuti.
Kondisi tersebut yang menyebabkan keterlambatan pembuatan laporan
hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh APIP.

Kepuasan kerja menjadi sangat penting di dalam suatu
organisasi. Hal tersebut sesuai pendapat Steers, (1985:4) menyatakan
bahwa organisasi merupakan satu kesatuan yang kompleks agar
berusaha untuk mengalokasikan sumber daya secara rasional demi
tercapainya tujuan.

Dari gambaran diatas ada satu indikasi yang menunjukkan
bahwa kepuasan kariawan akan terlihat dari sejauh mana kepentingan
kariawan yang berbeda-beda dapat terakomudasi oleh system dan
situasi kerja di Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat. Pernyataan
dari pimpinan bahwa motivasi kerja kariawan akan diarahkan,
dievaluasi serta diupayakan untuk dapat meningkat dengan berbagai
cara dan bentuknya, nampaknya belum sepenuhnya dapat dirasakan
oleh semua kariawan, seperti kesempatan mengikuti pertemuan

penting dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan strategis dan
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kesempatan pendidikan lanjut, dimana bagi sebagian staf adalah satu
hal yang biasa dan tidak menjadi masalah. Namun bagi sebagian yang
lain, hal-hal seperti itu dapat memicu ketidaknyamanan bekerja dan
bahkan dapat mendemotivasi kariawan. Sesuai pendapat (Husain,
2000:39) menyatakan kebutuhan pekerja yang dapat memotifasi gairah
kerja adalah kebutuhan akan prestasi, kebutuhan apiliasi dan
kebutuhan akan kekuasaan.

Dalam hal mengkaji efektivitas suatu organisasi, maka inti
permasalahan tidak cukup sebatas pada seberapa jauh organisasi
mencapal tujuannya. Sebab proses pencapaian tujuan organisasi harus
dapat menjamin kelangsungan organisasi melalui pemanfaatan sumber
daya untuk mengoptimalkan hasil.

Tingkat efetivitas organisasi menentukan pada tingkat seberapa
jauh organisasi melaksanakan kegiatan/fungsi-fungsi, sehingga tujuan
yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara
optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada. Ukuran keberhasilan
memotifasi kariawan dapat dilihat dari komitmen dan aksi pegawai
bersedia untuk berkreasi dan berinovasi demi suksesnya pelaksanaan
tugas, karena bila tiap anggota organisasi secara terkoordinasi
melakukan tugas dan pekerjaannya dengan baik maka mereka akan
merasakan kepuasan di dalam bekerja serta dapat meningkatkan
efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi Inspektorat Kabupaten

Sumbawa Barat.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41889.pdf

105

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi menurut
(Steers, 1989:209). Menyatakan bahwa kerangka kerja yang dipakai dapat
mengidentifikasi empat rangkaian variabel yang berhubungan dengan
efektivitas yakni cirri organisasi, cirri lingkungan, cirri pekerjaan dan
praktek manajemen. Rendahnya efektivitas Inspektorat Kabupaten
Sumbawa Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, 1)
Kepemimpinan, yang dilihat dari keteladanan pemimpin yang
ditunjukkan kepada para APIP/bawahannya yang dapat mempengaruhi
sikap dan perilaku pegawai, adanya kewibawaan pemimpin terhadap
pegawai/APIP dan keahlian pemimpin, 2) sumber daya manusia, dapat
dilihat dari kualitas dan kuantitas personil, pemanfaatan personil, 3)
lingkungan kerja, yang dilihat dari daya tanggap organisasi Inspektorat
Kabupaten Sumbawa Barat terkait dengan perubahan paradigma
pengawasan, pengaruh perubahan struktur organisasi dan penempatan
orang dalam jabatan. Faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas
organisasi Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat dianalisa sebagai

berikut :

a. Kepemimpinan

Kepemimpinan menurut (Sutarto, 1998:25). Menyatakan
Kepemimpinan sebagai rangkaian kegiatan penataan berupa

kemampuan mempengaruhi orang lain dalam situasi tertentu agar
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bersedia bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.
Kepemimpinan sebagai suatu fenomena yang terdapat dalam setiap
komunitas dimana para anggota saling berinteraksi, pemimpin yang
cerdas bukanlah suatu jaminan untuk memimpin suatu organisasi yang
efektif dan efisien, maka dalam penelitian ini akan dilihat masalah
ketauladanan pemimpin yang ditunjukkan kepada para pegawai yang
dapat mempengaruhi sikap dan perilaku pegawai, adanya kewibawaan
pemimpin serta adanya kecakapan dan keahlian pemimpin dalam
peningkatan efektivitas.

Dalam aktivitasnya seorang pemimpin selalu lebih dominan
dalam mempengaruhi bawahan/staf. Hal ini menunjukkan bahwa
diantara pimpinan dan bawahan mempunyai interaksi yang saling
mempengaruhi satu sama lain dalam rangka peningkatan efektivitas.
Keadaan tersebut menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus
menjadi panutan yang dapat memberikan contoh dan tauladan, sikap,
kewibawaan serta kecakapan dan keahlian dalam setiap aktivitasnya.

Terhadap indikator ketauladanan, berikut ini hasil wawancara
penulis dengan salah seorang staf pada Irban Il pada Inspektorat
Kabupaten Sumbawa Barat :

“Keteladanan dan perilaku yang ditunjukkan atasan terhadap bawahan
akan mempengaruhi sikap dan perilaku pegawai/ bawahannya,
namun dalam menjalankan tugas sehari-hari Irban dan kepala Seksi

tidak patuh terhadap tata tertib yang berlaku dalam organisasi.”
(wawancara tanggal 26 Februari 2013)
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Keterangan diatas menunjukkan bahwa pengaruh kepemimpinan
dalam tugas-tugas pemeriksaan sangat besar sekali, namun dari hasil
pengamatan di lingkungan Inspektorat bahwa ketauladanan dari Ketua
Tim dalam melakukan pemeriksaan masih kurang. Hal tersebut
dibuktikan dari beberapa Inspektur Pembantu (Irban) maupun para
Kasi-kasi sering tidak mengikuti jam kerja seperti terlambat masuk
kantor dan pulang kantor lebih awal. Perilaku seperti ini akan
menurunkan kewibawaan pimpinan di mata staf, sehingga staf akan
mengikuti perilaku atasannya.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan pada organisasi
Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat bahwa terdapat tiga jabatan
Inspektur Pembantu (Irban) yang menjadi ketua tim di dalam
melakukan pemeriksaan terhadap suatu obyek pemeriksaan (obrik),
kemampuan dan keahlian dalam melakukan pemeriksaan dari ketiga
Irban berbeda, untuk Irban wilayah I mengawasi Bidang Pemerintahan
telah bertugas di Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat selama tujuh
tahun dan belum mempunyai sertifikasi Auditor atau sertifikasi
P2UPD, Untuk Irban wilayah II mengawasi Bidang Kesejahteraan
Masyarakat bertugas di Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat selama
dua tahun dan belum mempunyai sertifikasi Auditor maupun
sertifikasi P2UPD, sedangkan untuk Irban wilayah IlI mengawasi
Bidang Pembangunan bertugas di Inspektorat Kabupaten Sumbawa

Barat selama Sembilan tahun dan telah memiliki sertifikasi Auditor
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dari Pusdikiat BPKP. Karena telah menjadi tugas pokok dan fungsi
menjadi Ketua tim dalam melakukan pemeriksaan, maka setiap Irban
di tuntut untuk memahami setiap langkah-langkah dalam melakukan
pemeriksaan sehingga setiap permasalahan dan kesulitan dalam
pemeriksaan dapat diatasi baik secara teknis maupun administrasi. Hal
tersebut sesuai pendapat DR. Winardi, SE dalam bukunya suatu
pendekatan system) mengatakan bahwa seorang pemimpin adalah
seseorang yang karena kecakapan-kecakapan pribadinya dengan atau
tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang
dipimpinnya untuk mengarahkan usaha bersama kearah pencapaian
sasaran tertentu.
Berikut hasil wawancara dengan salah seorang staf sekretariat
pada Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat :
“Kewibawaaan pimpinan di dalam menjalankan tugas dapat
menimbulkan rasa segan dan hormat dari pegawai/staf, namun dalam
tugas-tugas pemeriksaan Irban selaku ketua tim atau para Kasi yang

membuat laporan. Sehinga kami sebagai staf tidak bisa mendapat
ilmu dari pemeriksaan tersebut. “ (wawancara tanggal 27 Februari

2013)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pemberian motivasi yang
dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahan masih kurang maksimal,
seperti kecilnya dorongan pimpinan kepada bawahan untuk
meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang tugasnya
melalui pendidikan formal (Sarjana dan Pascasarjana) atau melalui

bimbingan teknis terkait pengawasan.
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Pengamatan lapangan menunjukkan sebagian [nspektur
pembantu mempunyi kewibawaan yang menggerakkan pegawai
melakukan pekerjaan. Kewibawaan yang muncul bukan disebabkan
jabatan, tetapi lebih disebabkan hubungan antar personal yang baik.
Sehingga ada  kecenderungan didalam melakukan pemeriksaan
seorang staf menggantungkan diri pada atasan,

Terhadap indikator kecakapan dan keahlian dari pimpinan.
Wawancara penulis dengan Kasi pengawasan kesejateraan masyarakat
pada irban IIl pada Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat sebagai
berikut:

“Inspektur pembantu wilayah jarang mau menyelesaikan pekerjaan
atau laporan selaku ketua tim, malah mereka menyuruh kami buat
laporan yang belum tentu bisa kami lakukan, mungkin ini semacam
pembelajaran yang dilakukan oleh atasan” (wawancara tanggal 28
Februari 2013)

Keterangan diatas menunjukkan bahwa hampir tidak ada
kepedulian atasan terhadap apa yang dikerjakan oleh bawahan, disisi
lain untuk pembinaan memang baik. Bila dilihat dari efektivitas
organisasi jelas tidak menguntungkan karena kesulitan yang dihadapi
oleh  bawahan akan mengakibatkan  keterlambatan  dalam
menyelesaikan LHP.

Hasil pengamatan dilapangan bahwa jarang pimpinan

mengambil alih tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahannya,

hal tersebut disebabkan karena irban selaku ketua tim didalam
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melakukan pemeriksaan mempunyai tugas membuat LHP berdasarkan
Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dari anggota tim. Terlepas dari hal
tersebut diatas, seorang pimpinan senantiasa dituntut untuk mengetahui
harapan serta kesulitan staf/bawahan dengan mencermati perilaku
mereka untuk kemudian memilih strategl yang tepat agar supaya
staf/bawahan mampu bekerja sesuai dengan misi yang diemban
organisasi, disamping itu pimpinan merupakan pusat informasi yang
dibutuhkan untuk memudahkan staf/bawahan untuk melaksanakan
tugas-tugasnya dalam mencapai tujuan organisasi secara berhasilguna
dan berdayaguna, oleh karena itu penyampaian informasi harus jelas
agar mudah diterima dan dimengerti

Dari berbagai uraian sebagaimana disampaikan diatas
menunjukkan bahwa kepemimpinan di Inspektorat Kabupaten
Sumbawa Barat masih lemah, hal ini dapat dibuktikan dari aspek
kedisiplinan dan penyampaian informasi yang kurang efektiv terhadap

upaya pencapaian hasil/kerja.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat
signifikan, strategis dan komprehensif bagi setiap proses aktivitas
organisasi dan manajemen sehingga dapat mewujudkan kinerja
sebagaimana diharapkan. Sesuai pendapat (Thoha, 1989:60).

Menyatakan bahwa betapapun majunya suatu organisasi dan
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betapapun moderennya peralatan yang digunakan, manusia dalam
organisasi tetap menduduki peranan yang menentukan.

Perkembangan teknologi informasi menuntut adanya perubahan
kegiatan organisasi dalam pengelolaan pendayagunaan sumber daya
manusia. Pencapaian efektivitas organisasi Inspektorat Kabupaten
Sumbawa Barat sangat ditentukan oleh sumber daya manusia secara
kualitas maupun secara kuantitas sehingga efektivitas organisasi sesuai
dengan tujuan organisasi. Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat
merupakan salah satu lembaga pengawasan yang mempunyai tupoksi
melakukan pemeriksaan terhadap SKPD dan Pemerintahan Desa yang
berada di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat akan
mengalami kesulitan dengan keterbatasan sumbar daya manusia baik
kualitas maupun kuantitas karena sangat berpengaruh terhadap
efektivitas organisasi Inspektorat.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara bahwa secara umum
sumber daya manusia di Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat masih
rendah, hal ini dilihat dari latar belakang kompetensi dan pengalaman
dibidang pengawasan, seperti di katakan oleh Kasi pengawasan
pemerintahan pada Irban Il pada Inspektorat Kabupaten Sumbawa
Barat sebagai berikut:

“Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat apabila dilihat secara umum
ditinjau dari latar belakang pengetahuan dan pengalaman dibidang
pengawasan masih rendah, hal ini tercermin dari 6 orang Kepala

Seksi pejabat eselon IV belum ada yang mempunyai sertifikat
Auditor dan 3 orang Inspektur Pembantu wilayah hanya 1 orang yang
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mempunyai sertifikat Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP. Idialnya
sumber daya manusia di Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat
APIP harus memiliki sertifikasi pengawasan yang dikeluarkan oleh
Pusdiklat BPKP” (wawancara tanggal 1 Maret 2013)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya
manusia yang berada di Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat masih
rendah, hal ini dapat dilihat dari latar belakang dan pendidikan
maupun kompetensi dibidang pengawasan.

Berdasarkan Tabel 1 dalam Bab IV di atas dapat dilihat latar
belakang pendidikan pegawai Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat
adalah Pascasarjana (S2) sebanyak 3 orang, sarjana (S1) sebanyak 20
orang, sarmud/diploma sebanyak 2 orang, SMA sebanyak 22 orang.
Walaupun demikian Inspektorat juga masih belum efektif dalam
melaksanakan tugas pengawasan, hai ini disebabkan pejabat di
Inspektorat kebanyakan pindahan dari SKPD lain, yang sebelumnya
belum memiliki pengalaman dalam tugas pengawasan disamping itu
banyak dari pejabat di Inspektorat belum bersertifikat pengawasan dari
Pusdiklat BPKP. Hal ini yang menjadikan Inspektorat Kabupaten
Sumbawa Barat belum optimal.

Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat belum cukup memiliki
sumber daya manusia untuk mendukung efektivitas organisasi, hal ini
diakui oleh Irban III Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat dalam

wawancara sebagai berikut:
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“Dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia saat ini saya
pesimis bisa meningkatkan efektivitas organisasi, apalagi pelatihan
teknis pengawasan sangat minim sekali dilakukan, dari 12 orang
APIP hanya satu yang mempunyai sertifikat pengawasan, disamping
itu pejabat yang ada belum mempunyai pengalaman dalam
melakukan pemeriksaan, kondisi ini dipengaruhi oleh seringnya
rotasi pegawai (mutasi) dan pensiun” (wawancara tanggal 4 Maret
2013)

Dari hasil wawancara diatas bahwa jelas Inspektorat Kabupaten
Sumbawa Barat sulit untuk meningkatkan efektivitasnya terkait
dengan kualitas maupun kuantitas Aparat Pemeriksa Internal
Pemerintah (APIP) belum memenuhi standar yaitu untuk Jabatan
Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah

(JFP2UPD) minimal 34 orang dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

minimal 13 orang

Menurut pengamatan dilapangan agar Inspektorat Kabupaten
Sumbawa Barat dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
maka harus didukung dengan sumber daya manusia baik kualitas
maupun kuantitas yang memadai, maksud dari kualitas yang memadai
yaitu agar mutu penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan yang
dilakukan depat berjalan dengan baik, sedangkan dari sisi kuantitas yang
memadai agar dapat menjangkau keseluruhan obyek pemeriksaan
(obrik). Sesuai dengan pendapat (G. Steiner) mengatakan bahwa
perencanaan sumber daya manusia merupakan perencanaan yang

bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan
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organisasi dalam mencapai tujuan/sasarannya melalui strategi

pengembangan kontribusi pekerjaannya dimasa depan (Nawawi).

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menuju
misi dan tujuan serta pencapaian hasil suatu organisasi, oleh sebab itu
organisasi Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat sulit untuk
melaksanakan tugas pengawasan apabila sumber daya manusia masih
rendah.

Terkait rendahnya kualitas sumber daya manusia pada
Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat, Sekretaris Inspektorat
Kabupaten Sumbawa Barat dalam wawancara dengan penulis
menyatakan:

“Peningkatan mutu AP]P pada Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat
akan terus diupayakan melalui penambahan personil yang berlatar
belakang Akuntansi yang akan menjadi Auditor dan diprioritaskan
untuk pelatthan JFA di Pusdiklat BPKP dan pelatihan JF2UPD
Pusdiklat Mendagri. Dari 12 orang APIP baru 1 orang yang
mempunyai sertifikat  Auditor, karena APIP dituntut untuk
profesionalisme dan independen, dengan dikeluarkannya PP No 8
Tahun 2003 dalam hal ini MENPAN RI sehingga reformasi
Birokrasi dari miskin struktural tetapi kaya fungsi” (wawancara
tanggal 5 Maret 2013)

Uraian diatas menandakan sumber daya manusia Inspektorat
Kabupaten Sumbawa Barat masih rendah, hal ini dapat dilihat dari
tingkat kompetensi dan pengalaman dibidang pengawasan yang

dimiliki, dimana dari 12 orang APIP hanya 1 orang yang telah

memiliki sertifikat Auditor (8,33%) hal ini akan berdampak luas
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terhadap efektivitas organisasi Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat,
khususnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Menurut pengamatan dilapangan bahwa kemampuan sumber
daya manusia di Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat secara umum
belum  memenuhi standar  pemeriksaan  untuk  melakukan
melaksanakan kegiatan pengawasan karena belum mencukupi dari segi
kualitas, kuantitas maupun kompetensi di bidang pengawasan
sehingga faktor sumber daya manusia akan mempengaruhi efektivitas
organisasi.

Permasalahan yang terjadi di Inspektorat Kabupaten Sumbawa
Barat menunjukkan belum adanya pengembangan sumber daya
manusia untuk memenuhi kompetensi APIP yang bertugas melakukan
pengawasan, oleh karena organisasi Inspektorat Kabupaten Sumbawa
Barat tidak berwenang untuk mengangkat pegawai dan Inspektur
selaku pimpinan di Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat telah
bersurat ke Bupati Sumbawa Barat melalui Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk meminta tambahan pegawai,
namun karena keterbatasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka sampai
saat ini belum ada penambahan pegawai di Inspektorat Kabupaten
Sumbawa Barat.

Dengan demikian, sumber daya manusia di Inspektorat
Kabupaten Sumbawa Barat secara umum belum mampu melaksanakan

kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Urusan Pemerintahan Daerah
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Kabupaten Sumbawa Barat yang berpengaruh terhadap efektivitas
organisasi yang berorientasi pada pelayanan dibidang pengawasan.
Rendahnya kemampuan sumber daya manusia di Inspektorat
Kabupaten Sumbawa Barat dalam melaksanakan pengawasan akan
berpengaruh pada kesan masyarakat dan stakeholders terhadap
kredibilitas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat

yang baik (good governance).

c. Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja menurut (Atmosoeprapto, 2000:11-19).
Efektivitas suatu organisasi akan sangat dipengaruhi oleh faktor
internal maupun eksternal, faktor internal terdiri dari faktor politik,
faktor ekonomi, dan faktor sosial sedangkan faktor eksternal terdiri
dari faktor organisasi, faktor struktur organisasi, dan faktor sumber
daya manusia.

Perubahan yang terjadi dalam suatu lingkungan kerja akan
berpengaruh pada tingkat efektivitas organisasi. Organisasi selalu
dipaksa untuk memberikan reaksi atas rangsangan yang berasal dari
lingkungannya berupa arah perkembangan politik, sosial ekonomi
masyarakat, geografis serta perkembangan teknologi. Pengaruh
lingkungan dapat dilihat dari dua segi yaitu perkembangan eksternal,
yang umumnya menggambarkan kekuatan yang berada di luar

organisasi seperti kondisi politik, ekonomi, sosial masyarakat,
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sedangkan lingkungan internal yaitu faktor-faktor di dalam organisasi

dimana kegiatan akan mencapai tujuan serta bagaimana peran dan

hubungan antar pegawai.

Terkait dengan indikator lingkungan kerja yaitu perubahan
paradigma pengawasan dan pengelolaan anggaran, berikut wawancawa
penulis dengan Kasi pengawasan Pembangunan Irban [1 pada
Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut:

“Perubahan lingkungan kerja saya rasa sangat lamban, karena sering
berubahnya peraturan yang berkaitan dengan pengawasan karena
prosedur pengawasan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri
berbeda dengan prosedur pengawasan  yang dikeluarkan oleh
Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
sehingga kami yang didaerah menjadi bingung harus memakai
peraturan yang mana?” (wawancara tanggal 6 Maret 2013)

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa daya
tanggap dari Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP)
Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat sangat lamban beradaptasi
terhadap perubahan peraturan, hal ini akan berpengaruh terhadap
efektivitas organisasi dalam melaksanakan tupoksinya.

Berdasarkan pengamatan dilapangan bahwa yang menjadi
permasalahan di lingkungan kerja Inspektorat Kabupaten Sumbawa
Barat yaitu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau Tim
Pemeriksa memilih obyek pemeriksaan (obrik) yang akan diperiksa

seperti Satuan Perangkat Daerah (SKPD) yang besar dan SKPD yang

Kecil terkait kegiatannya sedikit, juga SKPD yang dekat dan SKPD
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yang jauh, terkait dengan biaya perjalanan yang besar. Permasalahan
yang lain yaitu sering terjadi perubahan peraturan yang akan dipakai
sebagai kriteria dalam pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
serta tidak ada kesamaan persepsi dalam membuat aturan terkait
pengawasan antara Departemen Dalam Negeri dan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga
Aparatur Pengawas Internal Pemerintah yang di daerah bingung mau
mengikuti aturan yang sama
Terkait dengan indikator pengaruh perubahan struktur organisasi,
berikut ini wawancara penulis dengan Kasi pengawasan
kemasyarakatan pada Irban Il pada Inspektorat Kabupaten Sumbawa
Barat sebagai berikut:
“Perubahan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat
yang tidak ada lagi jabatan struktural eselon IV/a dan dituntut
menjadi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional

Pelaksana Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (JFP2UPD) dalam
upaya meningkatkan efektivitas organisasi”. (wawancara tanggal 7

Maret 2013)

Berdasarkan wawancara diatas, pengaruh perubahan struktur
organisasi dan perubahan satatus dari jabatan struktural menjadi
jabatan fungsional terhadap efektivitas organisasi. Dimana pada saat
menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) mendapat fasilitas kendaraan
roda dua dan tunjangan lebih besar, sedangkan menjadi Jabatan
Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pelaksana

Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (JFP2UPD) disamping fasilitas
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kendaraan tidak ada, ditambah lagi dengan tunjangan fungsional lebih

kecil. Sehingga sebagian kepala seksi minta pindah dari inspektorat

untuk menghindari jabatan fungsional tersebut.

Pengamatan dilapangan bahwa yang menjadi pertimbangan para
Kasi yang diwajibkan menjadi fungsional yaitu dalam Jabatan
Struktural, naik pangkat setiap empat tahun, sedangkan dalam jabatan
fungsional kenaikan pangkat berdasarkan angka kredit yang sangat
kecil didalam satu kali mendapat surat tugas pemeriksaan, disamping
itu juga angka kridit dapat dicapai melalui mengikuti seminar,
bimbingan teknik, menjadi narasumber dalam kegiatan dan membuat
artikel terkait pengawasan. peranan APIP pada Inspektorat Kabupaten
Sumbawa Barat dalam melaksanakan tupoksi selalu berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas petunjuk
pimpinan, tidak ada perubahan maupun terobosan-terobosan terhadap
perubahan lingkungan kerja.

Diakui juga oleh Kasi pengawasan kemasyarakatan pada irban [
pada Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat dalam wawancara dengan
penulis sebagai berikut:

“Dalam Tim kami berusaha untuk melakukan perubahan dengan
mencari temuan baru dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), tetapi
kami merasa kesulitan karena kami belum mengerti tentang teknis
pengawasan, terkadang kita menggunakan temuan-temuan tahun
sebelumnya, tanpa kami sadari bahwa didalam memakai kriteria

temuan masih menggunakan aturan lama, sementara aturan tersebut
telah mengalami perubahan” (wawancara tanggal 8 Maret 2013)
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Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dengan informan
terhadap lingkungan kerja bahwa penulis menyimpulkan bahwa faktor
lingkungan kerja belum berjalan dengan baik.

Hal ini disebabkan karena APIP masih mempedomani petunjuk
pimpinan dan tidak merujuk pada format laporan dari peraturan yang
ada karena terkait dengan tupoksi pengawasan dan pemeriksaan yang
membandingkan antara pelaksanaan kegiatan dengan aturan yang
berlaku oleh obyek pemeriksaan (obrik),

Terhadap keseluruhan analisis dan ukuran variabel lingkungan
kerja berperan penting terhadap efektivitas organisasi Inspektorat
Kabupaten Sumbawa Barat, faktor kepemimpinan sangat signifikan
dalam mendukung efektivitas organisasi secara optimal, peran sumber
daya manusia akan baik apabila disisi kualitas, kuantitas maupun
kompetensi telah memadai.

Dari analisis dan pembahasan yang dilakukan, diketahui bahwa
efektivitas yang dicapai oleh inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat
belum menunjukkan efektivitas yang optimal yang dibuktikan oleh
output produktivitas dan lingkungan kerja dimana masih belum
mampu menangani semua obrik sesuai PKPT baik SKPD maupun
Pemerintahan Desa. Dengan demikian peran Inspektorat Kabupaten
Sumbawa Barat terhadap terciptanya pemerintahan yang baik masih

rendah.
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Mengacu pada penelitian-penelitian  terdahulu, terdapat
kesamaan penelitian yaitu mengenai implementasi pelaksanaan tugas
dan fungsi pengawasan. Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah
perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
pengawasan, kebijakan pengawasan yang berubah setiap tahun,
perubahan struktur organisasi, dimana jabatan struktural Kepala Seksi
eselon 1V yang berada di bawah Inspektur Pembantu di hapus dan
diganti dengan Jabatan Fungsional yaitu Jabatan Fungsional Auditor
(JFA) dan Jabatan Fungsional Pelaksana Pengawasan Urusan
Pemerintah Daerah (JFP2UPD) dan bertanggung jawab langsung ke
Inspektur, serta pengelolaan keuangan berbasis kinerja dalam
Dokumen Pengelolaan Anggaran (DPA) pada Inspektorat Kabupaten
Sumbawa Barat. Selain perbedaan tersebut , terdapat juga perbedaan

lokasi penelitian, waktu penelitian dan jumlah informan.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas organisasi
Inspektorat dalam melakukan tugas pengawasan di Kabupaten Sumbawa Barat

masih rendah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor , antara lain :

1. Kepemimpinan, merupakan faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya
efektivitas organisasi, seperti terlihat dari besarnya ketergantungan pegawai
terhadap pemimpin, jarangnya motivasi yang dilakukan oleh Inspektur
Pembantu maupun kepala seksi pengawasan atau Aparatur Pemeriksa
Internal Pemerintah (APIP) di setiap Irban terhadap staf. Disamping itu
kurangnya dukungan dari pimpinan dalam usaha pendapatan insentif
berupa tunjangan kelangkaan profesi pengawasan.

2. Sumber daya manusia, dari analisis menunjukkan bahwa sumber daya
manusia yang ada secara kualitas, kuantitas maupun kompetensi tidak
mencukupi dengan belum mempunyai Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
dan pada akhir 2012 baru terbentuk Jabatan Fungsional Pelaksana
Pengawasan Urusan Pemerintah Daerah (JFP2UPD) kerja dalam
melakukan pemeriksaan. Sedangkan dari sisi kompetensi sumber daya
manusia juga belum memadai, yaitu dari semua Kepala Seksi Pengawasan

belum mempunyai sertifikatifikasi pengawasan yang dikeluarkan oleh
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pusdiklat Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan
Pusdiklat Departemen Dalam Negeri  sehingga membuat efektivitas
organisasi Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat belum optimal dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

3. Lingkungan Kkerja organisasi terkait dengan perubahan paradigma
pengawasan, yaitu pengaruh perubahan struktur organisasi dimana
organisasi Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat tidak ada lagi jabatan
struktural eselon 1V/a atau Kepala Seksi, diganti dengan Jabatan
Fungsional Pelaksana Pengawasan Urusan Pemerintah Daerah (JFP2UPD)
dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur.dan tidak lagi berada di

bawah Inspektur pembantu.

B. Saran

1. Faktor untuk meningkatkan produktivitas maka kepada seluruh pegawai
yang ada di Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat harus terus dilakukan
pendidikan dan pelatihan dibidang pengawasan melalui Pusdiklat Badan
Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Pusdiklat Departemen
Dalam Negeri maupun melalui Pelatihan Kantor Sendiri (PKS).

2. Faktor kepemimpinan juga dapat mempengaruhi efektivitas organisasi
Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat, maka resiko penurunan efektivitas
yang bersumber dari penurunan motivasi kerja pimpinan secara berjenjang
harus dihindarkan. Untuk itu kemampuan pemimpin untuk berinovasi harus

terus dikembangkan. Disamping itu kepemimpinan secara berjenjang
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menjadi unsur pendorong yang penting bagi kepribadian pegawai dengan

melakukan pembinaan untuk mendukung peningkatan efektivitas

organisasi.

3. Faktor lingkungan kerja merupakan ukuran dari keberhasilan efektivitas
organisasi, oleh karena itu pembenahan sumber daya manusia perlu
dilakukan dengan melakukan intervensi melalui kegiatan berikut :

a. Membentuk Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang berlatar belakang
Akuntansi dan Jabatan Fungsional Pengawas Pelaksana Urusan
Pemerintahan Daerah (JFP2UPD) yang berasal dari berbagai disiplin
ilmu, sehingga didalam melakukan pemeriksaan Inspektorat telah
mempunyai Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) sesuai
keahliannya.

b. Merencanakan pendanaan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat untuk pelatihan yang
lebih intensif kepada para Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan
Jabatan Fungsional Pengawas Pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah
(JFP2UPD) maupun pegawai atau staf yang berada di Sekretariat agar
lebih professional dan independen serta mampu menguasai tupoksinya
dibidang pengawasan secara maksimal.

c. Kepada Badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat)
dan Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten
Sumbawa  Barat apabila akan melakukan mutasi agar

mempertimbangkan pegawai Inspektorat yang telah mempunyai
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sertifikat atau yang telah berpengalaman dalam melakukan
pemeriksaan agar dapat dipertahankan mengingat tugas pokok dan

fungsi Inspektorat sangat teknis.
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Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengemukakan rencana wawancara
secara garis besar yang kemudian akan dikembangkan secara lebih mendalam saat
wawancara dilakukan dengan informan, sehingga diperoleh data yang lengkap, aktual

dan akurat.

A. Identitas Responden

Nama

Jenis Kelamin :Pria/ Wanita

Pangkat/Gol Ruang :

Jabatan

B. Daftar Pertanyaan

. Variabel Terikat (Dependent Variable) Efektifitas Organisasi
a. Produktivitas
¢ Prosentase pemeriksaan
1. - Apakah SKPD yang berada di Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumbawa Barat dilakukan pemeriksaan setiap tahun dan lama waktu

pemeriksaan disamakan setiap SKPD?
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- Apakah SKPD yang berada di Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumbawa Barat dilakukan pemeriksaan setiap tahun dan lama waktu

pemeriksaan disamakan setiap SKPD?

2. - Apakah laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan telah sesuai

dengan program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT)?

- Berapa buah LHP yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten

Sumbawa Barat dalam satu tahun?

e Hasil Pemeriksaan.
3. - Apakah jumlah temuan hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti oleh

Inspektorat?
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- Apakah SKPD telah menindaklanjuti rekomendasi dari laporan hasil
pemeriksaan seperti rekomendasi yang bersifat administrasi,

pelanggaran terhadap peraturan dan kerugian negara/daerah?

4. Bagaimana menurut pendapat bapak terhadap tingkat pemahaman APIP

terhadap tugas dan fungsinya?

b. Adability (kemampuan menyesuaikan diri)
e Ketersediaan dana operasional pengawasan
5. - Apakah dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat
Tahun Anggaran 2012 telah mencukupi untuk melaksanakan tugas

pemeriksaan?
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- Berapa jumlah dana yang tersedia dalam DPA tahun anggaran 2012

untuk melaksanakan tugas pemeriksaan?

6. Apakah ada perbedaan waktu pemeriksaan dan jumlah anggota tim

yang diberikan terhadap SKPD?

e Standar Operasional Prosedur
7. - Apakah program kerja pemeriksaan telah dibuat sebagai acuan dalam

melaksanakan pemeriksaan?

- Apakah prosedur kerja pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar

operasional pemeriksaan?
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¢. Kepuasan kerja
e Pemberian insentif pegawai
8. Apakah tunjangan kinerja yang diterima selama ini telah sesuai dengan
beban tugas dan tanggung jawab dan telah sesuai peraturan yang
berlaku?
9. Apakah selama berada di Inspektorat saudara pernah mengikuti diklat

yang terkait dengan pengawasan?

10. Apakah saudara sebagai staf mempunyai keahlian dalam melakukan

pemeriksaan?

o Sistim penilaian prestasi kerja
11. -Apakah terhadap pegawai yang berprestasi mendapatkan penghargaan

dari atasan/pimpinan?

- Apakah atasan/pimpinan telah menerapkan rewad and punishman?
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e Penyelesaian tugas pemeriksaan oleh APIP
12. - Apakah KKP telah dibuat oleh APIP dalam melakukan pemeriksaan

sesuai SOP?

- Apakah APIP menyelsaikan LHP tepat waktu sesuai surat tugas?

II. Variabel Bebas (Independent Variable)
a. Variabel Kepemimpinan.
o Ketauladanan pemimpin.
13. Apakah atasan/pimpinan memberikan contoh/ tauladan agar mematuhi

peraturan yang berlaku?
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14. Bagaimana sikap pimpinan/ketua tim terhadap staf dalam melakukan

pemeriksaan?

e Kewibawaan pemimpin terhadap pegawai
15. Apakah didalam melakukan pemeriksaan ketua tim yang membuat

laporan hasil pemeriksaan?

b. Variabel Sumber Daya Manusia
¢ Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

16. Apakah APIP telah memiliki sertifikat keahlian di bidang pengawasan?

17. Apakah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Inspektorat mampu

meningkatkan efektivitas organisasi Inspektorat?
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e Penempatan sumber daya manusia
18. Apakah upaya yang dilakukan oleh Inspektorat dalam meningkatkan

mutu APIP dalam melakukan pemeriksaan?

¢. Variabel Lingkungan Kerja
e Lingkungan internal.
19. Apakah organisasi Inspektorat telah melakukan perubahan
lingkungan terkait dengan perubahan paradigma pengawasan dan

pengelolaan anggaran yang realistis dan berbasis kinerja?

e Lingkungan eksternal.
20. - Apakah ada perubahan struktur organisasi dalam penempatan
APIP terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Inspektorat?
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- Apakah kondisi geografis mempengaruhi kualitas layanan

dalam melakukan pemeriksaan?

21. Apakah ada trobosan baru yang dilakukan oleh APIP dalam

melakukan pemeriksaan?
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Lampiran 2

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber  : Sihabuddin, AP

Alamat dan No. Hp. : 081915838242

Tempat Wawancara : Kantor Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat
Tanggal Wawancara : 11 Februari 2013

Waktu Wawancara : Pukul 09.00 sd 09.30 Wita

Pewawancara : Lalu Thoyib Busyairi, ST

Hasil Wawancara

Pertanyaan : Apakah SKPD yang berada di Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan pemeriksaan setiap
tahun dan lama waktu pemeriksaan disamakan setiap
SKPD?

Jawaban : dalam melakukan pemeriksaan kami mengacu pada program
kerja  pemeriksaan  tahunan (PKPT) yang telah
dikoordinasikan oleh Inspektur bersama Inspektorat provinsi
dalam hal pembagian obyek pemeriksaan, masing-masing
Irban memeiliki 3 kepala seksi dan di dalam melakukan
pemeriksan waktu yang diberikan berbeda-beda, misalnya
kalau memeriksa SKPD besar kami diberikan 20 hari dan
untuk  pemeriksaan badan kami diberikan  waktu
pemeriksaan 10 hari dan untuk pemeriksaan Kantor
diberikan waktu 5 hari dengan obyek yang diperiksa yaitu
Kelembagaan, kepegawaian, keuangan dan aset,

Pertanyaan . Apakah semua SKPD dapat diperiksa dalam satu tahun?

Jawaban . Setiap SKPD di periksa satu kali dalam satu tahun dan satu
kali pemeriksaan menerbitkan satu laporan hasil pemeriksaan,
berdasarkan wilayah kerja Irban I kami tidak bisa
menyelesaikan ~ pemeriksaan  seluruhnya  dikarenakan
keterbatasan personil dan pendanaan.

Taliwang,11 Februari 2013

Narasumber,

Sihabuddin, AP
NIP.19750602 199311 1 001
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber  : Dra. Hj. Tali’ah

Alamat dan No. Hp. : 081907542434

Tempat Wawancara : Kantor Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat

Tanggal Wawancara : 12 Februari 2013

Waktu Wawancara : Pukul 10.15 sd 10.25 Wita

Pewawancara : Lalu Thoyib Busyairi, ST

Hasil Wawancara

Pertanyaan : Apakah laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan telah
sesuai dengan program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT)?

Jawaban : Sejak beberapa tahun terakhir ini kegiatan pemeriksaan tidak
berjalan sesual rencana yang telah ditetapkan dalam PKPT,
hal ini disebabkan karena terjadi perpindahan pegawai
(mutasi) baik pejabat maupun staf di Inspektorat sehingga
pejabat maupun staf yang baru tidak memiliki kemampuan
dibidang pengawasan sehingga harus beradaptasi dengan
tugas pokok dan fungsinya yang baru.

Pertanyaan : Berapa jumlah laporan hasil pemeriksaan diterbitkan dalam
satu tahun?

Jawaban : Untuk pemeriksaan reguler sesuai PKPT jumlah SKPD yang
diperiksa sebanyak 49 obrik dan yang dapat diperiksa
sebanyak 35 obrik sedangkan untuk pemeriksaan pengaduan
masyarakat/pemeriksaan khusus sebanyak 27 kasus dan yang
dapat diperiksa sebanyak 25 kasus.

Taliwang,12 Februari 2013

Narasumber,

Dra. Hj. Tali’ah
NIP.19671231 199303 2 087

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41889.pdf

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber  : Anita Kusumawati, S.H

Alamat dan No. Hp. : 081906999191

Tempat Wawancara : Kantor Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat

Tanggal Wawancara : 14 Februari 2013

Waktu Wawancara : Pukul 14.30 sd 14.50 Wita

Pewawancara : Lalu Thoyib Busyairi, ST

Hasil Wawancara

Pertanyaan :Apakah jumlah temuan hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti
oleh Inspektorat?

Jawaban . Berdasarkan hasil tindak lanjut pemeriksaan untuk bulan
Oktober 2012  ada 248 temuan dan 351 rekomendasi dan
telah dilakukan pemutahiran data di BPK-RI Perwakilan NTB
di Mataram.

Pertanyaan : Apakah SKPD telah menindaklanjuti rekomendasi dari
faporan hasil pemeriksaan seperti rekomendasi yang bersifat
administrasi, pelanggaran terhadap peraturan dan kerugian
negara/daerah?

Jawaban . Setiap SKPD wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil

pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat

Taliwang,14 Februari 2013

Narasumber,

Anita Kusumawati, SH

NIP.19711110 2005012 013
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber  : Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si

Alamat dan No. Hp. :0818366316

Tempat Wawancara : Kantor Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat

Tanggal Wawancara : 15 Februari 2013

Waktu Wawancara : Pukul 08.15 sd 08.50 Wita

Pewawancara : Lalu Thoyib Busyairi, ST

Hasil Wawancara

Pertanyaan : Bagaimana menurut pendapat bapak terhadap tingkat
pemahaman APIP terhadap tugas dan fungsinya?

Jawaban : APIP yang ada di Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat
belum  mengikuti Diklat auditor dan masih dalam jabatan
struktural yaitu 3 Inspektur Pembantu dan 7 Kasi dari 9 Kasi
yang ada, karena 2 Kasi masih kosong, namun sejak
diterbitkan peraturan bersama Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional
Nomor: 22 Tahun 2010 dan Nomor: 03 Tahun 2010 tentang
pengangkatan dalam jabatan fungsional Auditor melalut
penyesuaian/inpassing di lingkup APIP dimana Inspektorat
tidak lagi mempunyai jabatan struktural eselon [V/a atau
Kepala Seksi, dan sampai saat ini masih dalam proses di
Menpan dan BKN. Dengan demikian kami telah
merencanakan tahun 2012 agar 8 APIP akan mengikuti
diklat JF2UPD di pusdiklat Depdagrt.

Taliwang, 15 Februari 2013

Narasumber,

Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si
NIP.19591113 198503 1 010
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber  : Herman Sasriadi

Alamat dan No. Hp. : 081917921593

Tempat Wawancara : Kantor Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat

Tanggal Wawancara :15 Februari 2013

Waktu Wawancara : Pukul 14.00 sd 14.20 Wita

Pewawancara : Lalu Thoyib Busyairi, ST

Hasil Wawancara

Pertanyaan : Apakah dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA)

Inspektorat Tahun Anggaran 2012 telah mencukupi untuk
melaksanakan tugas pemeriksaan?

Jawaban : Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) T.A.
2012 yang saya dikelola bahwa ketersediaan dana operasinal
pengawasan masih sangat kecil jika harus dibandingkan
dengan 49 SKPD dan 53 Pemerintah Desa sebagai obyek
pemeriksaan, karena terbatasnya kemampuan keuangan
daerah maka pemeriksaan bukan berdasarkan obyek
pemeriksaan tetapi berdasarkan pagu Anggaran yang
diberikan TAPD.

Pertanyaan : Berapa jumlah dana yang yang tersedia dalam DPA tahun
anggaran 2012 untuk melaksanakan tugas pemeriksaan?

Jawaban : Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) T.A.
2012 yang tersedia untuk pemeriksaan sebesar Rp.
174.900.000,00

Taliwang,15 Februari 2013

Narasumber,

Herman Sasriadi
NIP.19790114 200801 1 016
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TRANSKRIP HASIL. WAWANCARA

Nama Narasumber
Alamat dan No. Hp.
Tempat Wawancara
Tanggal Wawancara
Waktu Wawancara
Pewawancara

Hasil Wawancara

Pertanyaan

Jawaban

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

: Laela Amrullah, SE., MM

: 081237235313

: Kantor Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat
: 15 Februari 2013

: Pukul 15.34 sd 15.55 Wita

: Lalu Thoyib Busyairi, ST

: Apakah ada perbedaan waktu pemeriksaan dan jumlah

anggota tim yang diberikan terhadap SKPD?

: Dalam setiap kali melakukan pemeriksaan anggota tim serta

waktu pemeriksaan dibedakan antara SKPD besar dan SKPD
kecil. Tetapi menurut saya bukan menjadi masalah dengan
jumlah personil, yang terpenting adalah waktu pemeriksaan di
lapangan agar kita dapat memperoleh data yang akurat untuk

kemudian menghasilkan pemeriksaan yang bermutu.

Taliwang, 15 Februari 2013

Narasumber,

Laela Amrullah, SE., MM
NIP. 19800901 200601 2 026



Nama Narasumber
Alamat dan No. Hp.
Tempat Wawancara
Tanggal Wawancara
Waktu Wawancara
Pewawancara

Hasil Wawancara

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

: C. Budi Djatmiko, SE

: 081916842277

: Kantor Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat
: 18 Februari 2013

: Pukul 10.00 sd 10.20 Wita

: Lalu Thoyib Busyairi, ST

: Apakah program kerja pemeriksaan telah dibuat sebagai

acuan dalam melaksanakan pemeriksaan?

: Sebelum kami turun ke obyek pemeriksaan (obrik) untuk

melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kami membuat
program kerja pemeriksaan (PKP) yang disesuaikan dengan
jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh obrik yang akan
tidak

diperiksa sehingga antara PKP yang dibuat

menyimpang dengan kegiatan yang akan diperiksa.

: Apakah prosedur kerja telah dilaksanakan sesuai standar

operasional pemeriksaan?

: Kami tetap mengacu kepada SOP dalam melaksanakan

pemeriksaan karena semua tahapan pemeriksaan telah
tertuang didalamnya mulai dari proses pembentukan tim

sampai dengan pembuatan LHP.
Taliwang, 18 Februari 2013

Narasumber,

C. Budi Djatmiko, SE
NIP.19721109 200604 1 017
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber  : Rahadian, S.Pd., M.Si

Alamat dan No. Hp. : 081915909284

Tempat Wawancara : Kantor Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat

Tanggal Wawancara : 19 Februari 2013

Waktu Wawancara : Pukul 08.29 sd 08.47 Wita

Pewawancara : Lalu Thoyib Busyairi, ST

Hasil Wawancara

Pertanyaan : Apakah tunjangan kinerja yang diterima selama ini telah

sesual dengan beban tugas dan tanggung jawab dan telah
sesual peraturan yang berlaku?

Jawaban : Tunjangan kinerja yang kami terima tiap bulan relatif
tercukupi, namun kami berupaya memberikan insentif
melalui tunjangan kelangkaan profesi pengawasan, setiap
tahun kami merencanakan dalam rencana kegiatan anggaran
(RKA) tetapi selalu saja dipangkas oleh tim anggaran
pemerintah daerah (TAPD) Kabupaten Sumbawa Barat
dengan alasan keterbatasan anggaran daerah, kalau kita
mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 50 Tahun 2010
yang menyatakan anggaran Inspektorat 1% dari APBD,
namun demikian kami akan mengupayakan agar insentif
berupa tunjangan kelangkaan profesi pengawasan bagi APIP
dalam rangka meningkatkan taraf hidup, sehingga APIP
tertantang untuk bekerja secara maksimal dan bangga
menjadi pegawai Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat.

Taliwang, 19 Februari 2013
Narasumber,

Rahadian, S,Pd., M.Si
NIP.19760828 2006501 1 014
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber  : Hendiria Marantika, ST
Alamat dan No. Hp. : 081917801000
Tempat Wawancara : Kantor Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat
Tanggal Wawancara : 20 Februari 2013
Waktu Wawancara :Pukul 11.31sd 11.54 Wita
Pewawancara : Lalu Thoyib Busyairi, ST
Hasil Wawancara
Pertanyaan : Apakah selama berada di Inspektorat saudara pernah
mengikuti diklat yang terkait dengan pengawasan?
Jawaban : Berdasarkan pakta yang saya alami hanya yang mempunyai
jabatan merasa puas bekerja di Inspektorat Kabupaten
Sumbawa Barat karena mendapat fasilitas , sedangkan kami
sebagai staf merasa kurang puas dengan mekanisme kerja,
karena kami tidak pernah diberi kesempatan untuk

mengikuti pelatihan yang terkait dengan pengawasan.

Taliwang,20 Februari 2013

Narasumber,

Hendiria Marantika, ST
NIP.19791206 201001 1 009
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber  : Erna Hidayatullah, A.Md

Alamat dan No. Hp. :08147444428

Tempat Wawancara : Kantor Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat

Tanggal Wawancara :21 Februari 2013

Waktu Wawancara : Pukul 14.40 sd 14.59 Wita

Pewawancara : Lalu Thoyib Busyairi, ST

Hasil Wawancara

Pertanyaan : Apakah saudara sebagai staf mempunyai keahlian dalam

melakukan pemeriksaan?

Jawaban : Meningkatkan keterampilan dan kemampuan menguasai
bidang tugasnya sangat diperlukan oleh pegawai sesuai
tupoksinya, sementara teman yang telah mengikuti pelatihan
pengawasan tidak mau memberikan ilmunya kepada kami
yang belum mendapat kesempatan untuk pelatihan, sehingga
tidak ada lagi memotivasi kami sebagai staf untuk berpikiran

maju.

Taliwang,21 Februari 2013

Narasumber,

Erna Hidayatutlah, A.Md
NIP.19820829 200801 2 018

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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TRANSKRIP HASIL. WAWANCARA

: Fadlun

: 08123763872

: Kantor Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat
: 22 Februari 2013

: Pukul 15.15 sd 15.39

: Lalu Thoyib Busyairi, ST

: Apakah terhadap pegawai yang berprestasi mendapatkan

penghargaan dari atasan/pimpinan?

Selama ini memang atasan/pimpinan belum pernah
memberikan penghargaan kepada staf karena tidak terlepas
dari anggaran yang tersedia dalam DPA.

Apakah atasan/pimpinan telah menerapkan rewad and

punishman?

: Kebijakan yang diterapkan pimpinan selama ini terkait

dengan rewad and punishman vyaitu dengan cara

memberikan tugas pemeriksaan kepada pegawai yang
disiplin sedangkan pegawai yang malas tidak diikutsertakan

dalam tugas pemeriksaan.
Taliwang,22 Februari 2013

Narasumber,

Fadlun
NIP.19621106 198503 2 009
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

: Sutarno

: 0811909001090

: Kantor Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat
: 25 Februari 2013

: Pukul 10.30 sd 10.55 Wita

: Lalu Thoyib Busyairi, ST

: Apakah KKP telah dibuat oleh APIP dalam melakukan
pemeriksaan sesuai SOP?

: Terkadang kami mengabaikan dalam pembuatan KKP karena
keterbatasan waktu pemeriksaan, biasanya temuan hasil
pemeriksaan kami tuangkah dalam LHP
Apakah APIP menyelesaikan LHP tepat waktu sesuai surat
tugas?

. Memang benar ada beberapa pembuatan laporan hasil
pemeriksaan belum selesai dikerjakan sesuai dengan jadwal
yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena
keterbatasan kemampuan kami dan penyebab lainnya seperti
pada saat pelaksanaan ekspose pihak obrik lama

mempelajari naskah hasil pemeriksaan (NHP).
Taliwang,25 Februari 2013

Narasumber,

Sutarno
NIP.19610928 198403 1 010

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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TRANSKRIP HASIL. WAWANCARA

Nama Narasumber  : Muhammad Arie Kurniawan, ST

Alamat dan No. Hp. : 081353531755

Tempat Wawancara : Kantor Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat

Tanggal Wawancara : 26 Februari 2013

Waktu Wawancara : Pukul 11.00 sd 11.21 Wita

Pewawancara : Lalu Thoyib Busyairi, ST

Hasil Wawancara

Pertanyaan : Apakah atasan/pimpinan memberikan contoh/ tauladan agar
mematuhi peraturan yang berlaku? ‘

Jawaban : Ketauladanan dan perilaku yang ditunjukkan atasan terhadap
bawahan akan mempengaruhi sikap dan perilaku
pegawai/bawahannya, namun dalam menjalankan tugas
sehaeri-hari Irban dan Kepala Seksi tidak patuh terhadap tata

tertib yang berlaku.

Taliwang,26 Februari 2013

Narasumber,

Muhammad Arie Kurniawan, ST
NIP.19790612 201101 1 010

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber  : Syapriadi, A.Md

Alamat dan No. Hp. : 081339866719

Tempat Wawancara : Kantor Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat

Tanggal Wawancara :27 Februari 2013

Waktu Wawancara : Pukul 08.15 sd 08.40 Wita

Pewawancara : Lalu Thoyib Busyairi, ST

Hasil Wawancara

Pertanyaan : Bagaimana sikap pimpinan/ketua tim terhadap staf dalam
melakukan pemeriksaan?

Jawaban : Kewibawaan pimpinan di dalam menjalankan tugas dapat
menimbulkan rasa segan dan hormat dari pegawai/staf, namun
dalam tugas-tugas pemeriksaan Irban selaku ketua tim atau
para Kasi yang membuat laporan. Sehingga kami sebagai staf

tidak bisa mendapat ilmu dari pemeriksaan tersebut.

Taliwang,27 Februari 2013

Narasumber,

Syapriadi, A.Md
NIP.19710622 201001 1 002

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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TRANSKRIP HASIL. WAWANCARA

Nama Narasumber  : Ns. Muhammad Irwan, S.Kep

Alamat dan No. Hp. : 081917638000

Tempat Wawancara : Kantor Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat

Tanggal Wawancara : 28 Februari 2013

Waktu Wawancara : Pukul 09.35.00 sd 09.52 Wita

Pewawancara : Lalu Thoyib Busyairi, ST

Hasil Wawancara

Pertanyaan : Apakah didalam melakukan pemeriksaan ketua tim yang

membuat laporan hasil pemeriksaan?

Jawaban : Inspektur pembantu wilayahselaku ketua tim jarang mau
menyelesaikan pekerjaan atau laporan, malah mereka
menyuruh kami membuat laporan yang belum tentu bisa kami
lakukan, mungkin ini semacam alih keterampilan yang

dilakukan oleh atasan.

Taliwang,28 Februari 2013

Narasumber,

Ns. Muhammad Irwan, S.Kep
NIP.19731118 199403 1 004

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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TRANSKRIP HASIL. WAWANCARA

Nama Narasumber  : Surya Tri Novianti, SH

Alamat dan No. Hp. : 087863988861

Tempat Wawancara : Kantor Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat
Tanggal Wawancara : 1 Maret 2013

Waktu Wawancara : Pukul 09.00 sd 09.20 Wita

Pewawancara : Lalu Thoyib Busyairi, ST

Hasil Wawancara

Pertanyaan . Apakah APIP telah memiliki sertifikat keahlian di bidang
pengawasan?

Jawaban . Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat apabila dilihat secara

umum ditinjau dari latar belakang pengetahuan dan
pengalaman dibidang pengawasan masih rendah, hal ini
tercermin dari 6 orang Kepala Seksi pejabat eselon IV belum
ada yang mempunyai sertifikat Auditor dan 3 orang
Inspektur Pembantu wilayah hanya | orang mempunyai
sertifkat Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP. Idialnya
sumber daya manusia di Inspektorat Kabupaten Sumbawa
Barat APIP harus memiliki sertifikasi pengawasan yang

dikeluarkan oleh Pusdiklat BPKP.

Taliwang,1 Maret 2013

Narasumber,

Surya Tri Novianti, SH
NIP.19771103 200604 2 015

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber
Alamat dan No. Hp.
Tempat Wawancara
Tanggal Wawancara
Waktu Wawancara
Pewawancara

Hasil Wawancara

Pertanyaan

Jawaban

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

: Lalu Thoyib Busyairi, ST

: 081805733222

: Kantor Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat
:4 Maret 2013

: Pukul 11.13 sd 11.32 Wita

: Lalu Thoyib Busyairi, ST

: Apakah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Inspektorat

mampu meningkatkan efektifitas organisasi Inspektorat?

: Dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia saat ini

saya pesimis bisa meningkatkan efektivitas organisasi,
apalagi pelatihan teknis pengawasan sangat minim sekali
dilakukan, dari 12 orang APIP hanya satu yang mempunyai
sertifikat pengawasan, disamping itu pejabat yang ada
belum mempunyai pengalaman dalam  melakukan
pemeriksaan, kondisi ini dipengaruhi oleh seringnya rotasi

pegawal (mutasi) pension.

Taliwang,4 Maret 2013

Narasumber,

Lalu Thoyib Busyairi, ST
NIP.19670413 199703 1 002
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber  : Drs. Mukhlis, M.Si

Alamat dan No. Hp. : 081339528255

Tempat Wawancara : Kantor Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat

Tanggal Wawancara : 5 Maret 2013

Waktu Wawancara : Pukul 10.00 sd 10.24 Wita

Pewawancara : Lalu Thoyib Busyairi, ST

Hasil Wawancara

Pertanyaan : Apakah upaya yang dilakukan oleh Inspektorat dalam
meningkatkan mutu APIP dalam melakukan pemeriksaan?

Jawaban : Peningkatan mutu APIP pada Inspektorat Kabupaten
Sumbawa Barat akan terus diupayakan melalui penambahan
personil yang berlatar belakang Akuntansi yang akan
menjadi Auditor dan diprioritaskan untuk pelatihan JFA di
Pusdiklat BPKP dan pelatihan JF2UPD Pusdiklat mendagri.
APIP dituntut untuk profesional dan independen, dengan
dikeluarkannya PP no 8 Tahun 2003 dalam hal ini
MENPAN RI sehingga reformasi Birokrasi dari miskin

struktural tetapi kaya fungsi.

Taliwang,5 Maret 2013

Narasumber,

Drs. Mukhlis, M.Si1
NIP.19620714 199202 1 001

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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TRANSKRIP HASIL. WAWANCARA

Nama Narasumber  : Iwan lrawan, S.Pt
Alamat dan No. Hp. : 081339719666
Tempat Wawancara : Kantor Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat
Tanggal Wawancara : 6 Maret 2013
Waktu Wawancara : Pukul 15.15sd 15.35 Wita
Pewawancara : Lalu Thoyib Busyairi, ST
Hasil Wawancara
Pertanyaan : Apakah organisasi Inspektorat telah melakukan perubahan
lingkungan terkait dengan perubahan paradigma pengawasan
dan pengelolaan anggaran yang realistis dan berbasis kinerja?
Jawaban : Perubahan lingkungan kerja saya rasa sangat lamban, karena
sering berubahnya peraturan yang berkaitan dengan
pengawasan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri
berbeda dengan prosedur pengawasan yang dikeluarkan oleh
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi sehingga kami yang di daerah menjadi bingung

harus memakai peraturan yang mana?

Taliwang,6 Maret 2013

Narasumber,

Iwan Irawan, S.Pt
NIP.19701026 200501 1 002

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

: Syaifullah, S.STP

: 085339906446

: Kantor Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat
: 7 Maret 2013

: Pukul 15.19 sd 15.30 Wita

: Lalu Thoyib Busyairi, ST

. Apakah ada perubahan struktur dalam penempatan APIP

terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat?

Perubahan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten

Sumbawa Barat yang tidak ada lagi jabatan struktural eselon
[V/a dan dituntut menjadi Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
dan Jabatan Fungsional Pelaksana Pengawas Urusan
Pemerintah Daerah (JFP2UPD) dalam upaya meningkatkan

efektivitas organisasi serta professional APIP.

. Apakah Kondisi geografis mempengaruhi kualitas layanan

dalam melakukan pemeriksaan?
: Didalam melakukan pemeriksaan Desa yang terjauh APIP
menghindar untuk ikut masuk Tim pemeriksa karena
terbatas dan factor

disamping karena lumsum yang

keselamatan pemeriksa.
Taliwang,7 Maret 2013

Narasumber,

Syaifullah, S.SPT
NIP.19850831 200412 1 001

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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SUMBAWA BARAY PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
g INSPEKTORAT
Komplek Perkantoran Kemutar Telu Center (KTC)SumbawaBarat
Kode Pos 84355Telp 0372-8281834 Fax 0372-8281835 e-mail
inspektorat@sumbawabaratkab go.id

Yang bertanda tangan dibawabh ini:

Nama :Ir. H. Ady Mauluddin, M.Si

NIP 119591113 198503 1 010

Pangkat/Ruang :Pembina Tk I (IV/b)

Jabatan :Inspektur

Alamat :Komplek Perkantoran Kemuter Telu (KTC)

Dengan ini menerangkan bahwa:
Nama :Lalu Thoyib Busyairi, ST

Status :Mahaiswa Program Pascasarjana (S2) MAP -
Universitas Terbuka

Alamat :Kel. Bertong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Prov NTB

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat
dari tanggal 10 Februari 2013 sampai dengan 15 Maret 2013

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Taliwang, 20 Maret 2013

Inspektur.

fr. H. Ady Mauluddin, M.Si
Pembina Tk I (IV/b)
NIP 19591113 198503 1 010

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka
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